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LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT 1

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Laporan KinerjaSebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat NomorXI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telahmenerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecualiBadan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untukmempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segalasumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untukmenyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsurpelaksana BPK RI sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman PenyusunanPenetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yangmenyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranyaadalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiriyang ditetapkan.Laporan Kinerja Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat merupakanpertanggungjawaban kinerja dalam mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPKPerwakilan Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis 2016-2020 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada September 2016. Laporan Kinerja ini berisipencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalamPerjanjian Kinerja Tahun 2019. Penyusunan Laporan Kinerja  BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat Tahun 2019 ini juga merupakan salah satu dasar dalam penyusunan Laporan KinerjaAuditorat Utama Keuangan Negara V  Tahun 2019 dan Laporan Kinerja BPK RI Tahun 2019.Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengacu padaKeputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tentang PelaporanAkuntabilitas Kinerja Pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.
B. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa BaratBPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Keputusan BPK RINomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanan BPK RI.Berdasarkan Keputusan tersebut, tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat adalahmemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi JawaBarat, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkunganentitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AuditoratKeuangan Negara (AKN).
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LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT 2

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Baratmenyelenggarakan fungsi:1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Jawa Barat denganmengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencanaBPK;2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Jawa Barat berdasarkan rencana aksi, sertatugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;4. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaandan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan ProvinsiJawa Barat, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaandengan Tujuan Tertentu;5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugasBPK Perwakilan Jawa Barat;6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK RI PerwakilanProvinsi Jawa Barat;7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPKPerwakilan Provinsi Jawa Barat;8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasilpemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atasnama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka Sumbangan IHPSpada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, baik yang pemeriksaannyadilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh Pemeriksa yang bekerja untuk dan atasnama BPK;11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan ProvinsiJawa Barat dengan aparat pengawas internal pada entitas terperiksa;12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPKPerwakilan Provinsi Jawa Barat;13. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan ProvinsiJawa Barat akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifatpekerjaannya;14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsidan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;15. Penyiapan laporan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsiuntuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologiinformasi, sarana dan prasarana, serta administrasi umum;
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Gambar 1.1 – Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK PerwakilanProvinsi Jawa Barat;18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat; dan19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
C. Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Sesuai dengan berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Pelaksanan BPK RI tentang Organisasi dan Tata Kerja PelaksanaBadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiridari:
1. Subauditorat Jawa Barat ISub Auditorat Jawa Barat I, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung,Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Sukabumi, dan KabupatenBandung Barat serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.
2. Subauditorat Jawa Barat IISub Auditorat Jawa Barat II, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, KotaTasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Kuningan, KabupatenMajalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Sumedang, serta BUMD danlembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.
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LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT 4

3. Subauditorat Jawa Barat IIISub Auditorat Jawa Barat III, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu,Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor,Kabupaten Bekasi, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depokserta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.
4. Sekretariat PerwakilanMempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi,hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untukkelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Sekretariat Perwakilanmembawahi Subbag Humas dan Tata Usaha, Subbag SDM, Subbag Keuangan, SubbagUmum dan Teknologi Informasi dan Subbag Hukum.

D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa BaratSumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat per bulanDesember 2019 berjumlah 184 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Perwakilan, 3 orangKepala Subauditorat, 1 orang Kepala Sekretariat Perwakilan, 5 orang Kepala Subbagian, 124orang staf fungsional/teknis dan 51 orang staf penunjang pendukung (Sekretariat) dan 29orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) . Pagu anggaran PerwakilanProvinsi Jawa Barat untuk tahun 2019 sebesar Rp42.751.382.000,00. Namun karena adanyakebutuhan untuk menutupi kekurangan anggaran belanja pegawai akibat perubahanstatus dan komposisi pegawai, maka pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat mendapat tambahan sebesar Rp207.315.00,00 dengan perubahan Pagu Anggaransesuai dengan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1941/WPB.13/BD.0101/2019tanggal 23 September 2019 perihal Pengesahan Revisi Anggaran (Revisi IV) BPK RI TA 2019,Pagu Anggaran TA 2019 menjadi Rp42.958.697.000,00 dengan realisasi sebesarRp41.544.208.568,00 atau 96,71% dari total anggaran.Alokasi pagu anggaran tersebut terdistribusi pada empat layanan, yaitu (1) LayananPemeriksaan Keuangan Negara, (2) Layanan Sekretariat Perwakilan, (3) Layanan Internal(Overhead) dan (4) Layanan Perkantoran. Secara ringkas, perbandingan pagu danpenyerapannya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tahun Layanan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

2019

Pemeriksaan Keuangan Negara 23.096.265.000,00 21.784.102.778,00 94,32

Sekretariat Perwakilan 2.208.388.000,00 2.184.877.593,00 98,94

Internal (Overhead) 586.490.000,00 579.105.000,00 98,74

Perkantoran 17.067.554.000,00 16.996.123.197,00 99,58

Total DIPA 2019 42.958.697.000,00 41.544.199.568,00 96,71
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BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA (PK)

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa BaratDalam rangka memberikan hasil pemeriksaan yang lebih baik dengan fokus kepadapemenuhan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan, penyempurnaan proses bisnisutama, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM, BPK Perwakilan ProvinsiJawa Barat telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016 – 2020 berdasarkanKeputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 399/K/X-XIII.2/9/2016 tanggal 2 September2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan BadanPemeriksa Keuangan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat tersebut mengacu kepada Renstra BPK RIyang telah ditetapkan dengan Keputusan BPK RI Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015, tanggal 28Desember 2015 dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) Tahun 2016 – 2020 berdasarkanKeputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus2016. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2020 memuat visi, misi,tujuan strategis dan sasaran strategis BPK dalam melaksanakan mandat dan amanat Undang-Undang yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
Visi    : ”Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untukmencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitasdan bermanfaat.
Misi   :1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secarabebas dan mandiri; dan2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, danprofesional.
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Berdasarkan visi dan misi tersebut, terdapat 2 (dua) tujuan strategis yang akan dicapaipada akhir pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016 – 2020, yaitu :

Untuk mendukung tujuan strategis yang akan dicapai, maka BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat menetapkan satu Sasaran Strategis (SS), yaitu:
SS 1 : Meningkatnya Pemanfaatan Hasil PemeriksaanHal ini mendukung langsung pencapaian SS 1 Eselon I yaitu “Meningkatnya pemanfaatan hasilpemeriksaan”. Di mana pencapaian SS 1 tersebut berkontribusi terhadap pencapaian SS 1Eselon I yang secara langsung mendukung pencapaian SS 1 BPK “Meningkatnya pemahamanhasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan” dan SS 2 BPK “Meningkatnya kualitassistem pengendalian mutu”.
Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilankeputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Di dalam Renstra 2016 – 2020, pemanfaatan hasilpemeriksaan BPK digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalampencapaian tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti pentingkeberadaan dan fungsi BPK bagi pemangku kepentingan.
Para pemangku kepentingan BPK terdiri dari lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD),pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa dan instansi yang berwenang/instansipenegak hukum, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang), warga negaraIndonesia, dan lainnya. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas yang berbeda dankepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK. Para pemangkukepentingan dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) yang berpengaruh langsungterhadap keberadaan BPK, (2) yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok BPK, dan(3) pemangku kepentingan lainnya.
Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat ingin memastikan bahwapara pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaikitingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukungpencapaian sasaran ini, dalam kurun waktu lima tahun ke depan area penyempurnaan akandifokuskan pada proses pengelolaan strategi pemeriksaan dan komunikasi dengan parapemangku kepentingan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dinilai melalui survei

1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorongpengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara;2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorongpengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara.
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atas indeks kepuasan pemangku kepentingan, serta persentase penyelesaian tindak lanjut hasilpemeriksaan.
Sasaran Strategis BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat digambarkan dengan PetaStrategi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Peta strategis tersebut merupakan turunandari Peta Strategi Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V dan pendukung pencapaiansasaran strategis AKN V. Berikut adalah Peta Strategi Auditorat Utama Keuangan Negara V danPeta Strategi Perwakilan Provinsi Jawa Barat :

Gambar 2.1 – Peta Strategi Auditorat Utama Keuangan Negara V BPK
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Gambar 2.2 – Peta Strategi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Dari Peta Strategi di atas, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat memiliki peranan dalammewujudkan Sasaran Strategis BPK dengan menetapkan sembilan sasaran strategi pada BPK RIPerwakilan Provinsi Jawa Barat.
Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut,BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 dalam Renstra BPK PerwakilanProvinsi Jawa Barat telah menyusun 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yangharus ditetapkan pencapaian targetnya sebagai berikut:

SS Indikator Kinerja

SS 1

1.1 Persentase  Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi HasilPemeriksaan1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK1.3 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidanake IPH1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan DitamaRevbang
SS 2

2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan PelaksanaanPemeriksaan2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP2.3 Ketetapan Waktu Penyampaian LHP
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SS Indikator Kinerja

SS 3
3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP

SS 4
4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara4.3 Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan PenyelesaianKerugian Negara ke Ditama Revbang

SS 5

5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan ProvinsiJawa Barat5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi5.3 Persentase Penyusunan Best-Practice5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice5.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas KinerjaPerwakilan Provinsi Jawa Barat5.6 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana
SS 6

6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa6.2 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam PelatihanTeknis/Manajerial (Non Pemeriksa)
SS 7 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan PerwakilanProvinsi Jawa Barat

Target Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Jawa BaratTarget pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam PerjanjianKinerja (PK) pada setiap tahunnya selama periode lima tahun. Berikut Sasaran Strategis, IKUdan target pencapaian IKU BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2020, yaitu:
Tabel 2.1

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2020

Sasaran Strategis Nama IKU
Target IKU

2016 2017 2018 2019 2020

SS 1. Meningkatnya
Pemanfaatan Hasil
Pemeriksaan

IKU 1. Persentase  Penyelesaian
Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan

60% 65% 70% 75% 75%

IKU 2. Indeks Kepuasan Auditee atas
Kinerja Pemeriksa BPK 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
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Sasaran Strategis Nama IKU
Target IKU

2016 2017 2018 2019 2020

IKU 3. Persentase Penyampaian LHP
yang Mengandung Unsur Tindak Pidana
ke IPH

100% 100% 100% 100% 100%

IKU 4. Tingkat Pemenuhan
Permintaan Perhitungan Kerugian
Negara

100% 100% 100% 100% 100%

IKU 5. Tingkat Pemenuhan
Permintaan Pemberian Keterangan Ahli 100% 100% 100% 100% 100%

IKU 6. Jumlah Bahan Pendapat dan
Pertimbangan yang Dimanfaatkan
Ditama Revbang

1 1 1 2 2

SS 2. Meningkatkan
Kualitas
Perencanaan
Pemeriksaan

IKU 1. Tingkat Konsistensi antara
Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan
Pemeriksaan

85% 85% 88% 90% 90%

IKU 2. Rasio Jumlah LHP Kinerja
seluruh LHP 15% 16% 17% 18% 20%

IKU 3. Ketetapan Waktu
Penyampaian LHP 100% 100% 100% 100% 100%

SS 3. Meningkatkan
Kualitas Hasil
Pemeriksaan

IKU 1. Pemenuhan Quality Control
(QC) Pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 100%

IKU 2. Pemenuhan Quality Assurance
(QA) Pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 100%

IKU 3. Tingkat Konsistensi dan
Akurasi Penyajian LHP 100% 100% 100% 100% 100%

SS 4. Meningkatkan
Kualitas Pemantauan
TLRHP dan Kerugian
Negara

IKU 1. Tingkat Kemutakhiran Data
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 100%

IKU 2. Jumlah Laporan Pemantauan
Penyelesaian Kerugian Negara 56 56 56 56 56

IKU 3. Ketetapan Waktu
Penyampaian Laporan Pemantauan
Penyelesaian Kerugian Negara ke
Ditama Revbang

100% 100% 100% 100% 100%

SS 5. Meningkatkan
Kualitas Organisasi di
Lingkungan
Perwakilan Provinsi
Jawa Barat

IKU 1. Hasil Evaluasi Itama atas
Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi
Jawa Barat

A A A A A

IKU 2. Tingkat Pemanfaatan
Teknologi dan Informasi 100% 100% 100% 100% 100%

IKU 3. Jumlah Usulan Best-Practice 0 0 0 0 0

IKU 4. Persentase Penyebaran Best-
Practice 0% 0% 0% 0% 0%

IKU 5. Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat

100% 100% 100% 100% 100%

IKU 6. Persentase Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan Bulanan 100% 100% 100% 100% 100%

IKU 7. Jumlah Media Relation yang
Dilaksanakan 2 2 2 2 2
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Sasaran Strategis Nama IKU
Target IKU

2016 2017 2018 2019 2020

IKU 8. Tingkat Pemenuhan Sarana
dan Prasarana 95% 95% 96% 96% 96%

SS 6. Meningkatkan
Kompetensi Pegawai
di Lingkungan
Perwakilan Provinsi
Jawa Barat

IKU 1. Persentase Pemeriksa yang
Memenuhi Standar Jam Pelatihan
Pemeriksa

100% 100% 100% 100% 100%

IKU 2. Persentase Pemeriksa yang
Memenuhi Standar Jam Pelatihan
Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)

90% 90% 90% 92% 93%

SS 7. Meningkatkan
Kinerja Anggaran di
Lingkungan
Perwakilan Provinsi
Jawa Barat

IKU 1. Tingkat Kinerja Implementasi
Anggaran di Lingkungan Perwakilan
Provinsi Jawa Barat

80% 80% 85% 85% 90%

B. Perencanaan Operasional BPK Perwakilan Provinsi Jawa BaratUntuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPKPerwakilan Provinsi Jawa Barat telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetpencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK)yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat selaku Eselon II dan PejabatEselon I (d.h.i. Auditor Utama Keuangan Negara V) pada Februari 2019. Berikut adalah IKU BPKPerwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK)Tahun 2019, yaitu :
Tabel 2.2

Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja, serta Anggaran Tahun 2019
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Sasaran Strategis Anggaran Indikator Kinerja Target

SS 1. Meningkatnya
Pemanfaatan Hasil

Pemeriksaan
Rp7.505.068.000,00

IKU 1.1 Persentase  Penyelesaian Tindak Lanjut
atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 75%

IKU 1.2
Persentase Penyampaian LHP yang
Mengandung Unsur Tindak Pidana ke
IPH

100%

IKU 1.3
Tingkat Pemenuhan Permintaan
Perhitungan Kerugian Negara dan
Pemberian Keterangan Ahli

100%

IKU 1.4
Jumlah Bahan Pendapat dan
Pertimbangan yang Dimanfaatkan
Ditama Revbang

1

Strategi 1.1.
Meningkatkan Kualitas

Perencanaan
Pemeriksaan

Rp10.907.067.000,00

IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi
Pemeriksaan 95%

IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap
seluruh LHP 25%

IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP 100%
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Sasaran Strategis Anggaran Indikator Kinerja Target

Strategi 1.2.
Meningkatkan Kualitas

Pemantauan TLRHP dan
Kerugian Negara

Rp3.106.791.000,00

IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan 100%

IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan
Penyelesaian Kerugian Negara 56

IK 1.2.3
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
Pemantauan Penyelesaian Kerugian
Negara ke Ditama Revbang

100%

Strategi 2.1
Meningkatkan Kualitas

Hasil Pemeriksaan
Rp10.476.536.000,00

IK 2.1.1 Pemenuhan Quality Control dan Quality
Assurance Pemeriksaan 100%

IK 2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja
Pemeriksa BPK 3,9

IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP 100%

IK 2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP yang
Dimenangkan BPK 100%

Strategi 3.1
Menciptakan Budaya

Berintegritas,
Independen dan

Profesional di
Lingkungan BPK

Perwakilan

Rp3,260.716.000,00

IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap
Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK 5,00

IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK 5,00

IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap
Kode Etik dan Peraturan Disiplin 100%

Strategi 3.2
Meningkatkan Kualitas

Organisasi di
Lingkungan BPK

Perwakilan

Rp5.571.696.000,00

IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas
Kinerja AA

IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan
Informasi 95%

IK 3.2.3 Jumlah Best Practice yang Disusun 1

IK 3.2.4 Tingkat Penerapan Best Practice 100%

IK 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
Output dan Kinerja 100%

IK 3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan
Prasarana 96%

IK 3.2.7 Jumlah Media Relation yang
Dilaksanakan 3

Strategi 3.3
Meningkatkan

Kompetensi Pegawai di
Lingkungan BPK

Perwakilan

Rp1.620.296.000,00

IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi
Standar Jam Pelatihan Pemeriksa 100%

IK 3.3.2
Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam
Pelatihan Teknis/Manajerial (Non
Pemeriksa)

100%

Strategi 3.4
Meningkatkan Kinerja

Anggaran di Lingkungan
BPK Perwakilan

Rp303.212.000,00 IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran 80%
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Dalam rangka mencapai target kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan, BPKPerwakilan Provinsi Jawa Barat menetapkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2019,yang menetapkan target kinerja setiap triwulanan selama satu tahun. Rencana Aksi PencapaianKinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3

Rencana Aksi Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

No.
Sasaran Strategis

Target
2019

Rencana Pencapaian Kinerja
Waktu

Penyelesaian Keterangan
Indikator Kinerja TW  I TW II TW III TW IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

IKU 1.1
Persentase Penyelesaian Tindak
Lanjut atas Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan

75% 0% 75% 75% 75% Desember

Pembahasan PTLRHP pada
bulan Juli dan Bulan
Desember 2019 dengan 28
Entitas (Inspektorat) dan
Input pada aplikasi SIPTL

IKU 1.2
Persentase Penyampaian LHP
yang Mengandung Unsur
Tindak Pidana ke IPH

100% 100% 100% 100% 100% Desember

Penyampaian Laporan
Monitoring Penyampaian ke
AUI secara bulanan kepada
Kepala Perwakilan

IKU 1.3
Tingkat Pemenuhan Permintaan
Penghitungan Kerugian Negara
dan Pemberian Keterangan Ahli

100% 100% 100% 100% 100% Desember

Penyampaian Laporan
Monitoring PKN dan PKA
dan Rapat Ekspose bersama
AUI dengan APH.

IKU 1.4
Jumlah Bahan Pendapat dan
Pertimbangan yang
Dimanfaatkan Ditama Revbang

1 0 0 0 1 Desember

Meminta usulan dan
pembahasan UBP dengan
Subauditorat pada Agustus -
September

IK 1.1.1
Tingkat Implementasi Strategi
Pemeriksaan

95% 95% 95% 95% 95% Desember Rapat Pembahasan RKP

IK 1.1.2
Rasio Jumlah LHP Kinerja
terhadap seluruh LHP

24% 0% 0% 0% 24% Desember

Membandingkan RKP atas
Pemeriksaan Kinerja dengan
seluruh Pemeriksaan serta
melaukukan revisi RKP
Kinerja jika diperlukan
sesuai dengan Tematik
Kinerja Pusat, terdapat 11
Kinerja

IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP 100% 0% 0% 0% 100% Desember
Membandingkan Simpulan
LHP dengan Audit Objective

IK 1.2.1
Tingkat Kemutakhiran Data
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan

100% 0% 50% 50% 100% Desember

Pembahasan PTLRHP pada
bulan Juli dan Bulan
Desember 2019 dengan 28
Entitas (Inspektorat) dan
Input pada aplikasi SIPTL

IK 1.2.2
Jumlah Laporan Pemantauan
Penyelesaian Kerugian Negara

56 0 28 28 56 Desember

Pemantauan Kerugian
dilaksanakan per Semester,
pada bulan Juni dan
Desember 2019
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No.
Sasaran Strategis

Target
2019

Rencana Pencapaian Kinerja
Waktu

Penyelesaian Keterangan
Indikator Kinerja TW  I TW II TW III TW IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

IK 1.2.3

Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan
Pemantauan Penyelesaian
Kerugian Negara ke Ditama
Revbang

100% 0% 100% 100% 100% Desember

Penginputan data dalam
SIKAD dan Laporan
Pemantuan Kerugian secara
manual pada bulan Juli dan
Desember 2019

IK 2.1.1
Pemenuhan Quality Control
dan Quality Assurance
Pemeriksaan

100% 0% 100% 100% 100% Desember

Mengumpulkan dan
mendokumentasikan Form
QC dan QA dari Tim
Pemeriksaan.

IK 2.1.2
Indeks Kepuasan Auditee atas
Kinerja Pemeriksa BPK

3,9 0 3,9 3,9 3,9 Desember

Menyampaikan Kuesioner
Kepuasaan Auditee kepada
Entitas setelah penyerahan
LHP dilaksanakan.

IK 2.1.3
Ketepatan Waktu
Penyampaian LHP

100% 0% 100% 100% 100% Desember

Melaksanakan Penyerahan
LHP sesuai dengan jadwal
yang telah ditetapkan:
1. LKPD: akhir Mei 2019
2. Banparpol: April-Mei

2019;
3. Kinerja dan PDTT,

menyesuaikan dengan
P2 (bualn Desember
2019 dan Januari
2020).

IK 2.1.4
Persentase Gugatan LHP yang
dimenangkan BPK

100% 100% 100% 100% 100% Desember
Monitoring dari Subbagian
Hukum

IK 3.1.1
Indeks Pemahaman Pegawai
terhadap Visi, Misi, dan Nilai
Dasar BPK

5,0 0 0 0 5,0 Desember
Survei dilaksanakan oleh
PSMK

IK 3.1.2
Indeks Implementasi Nilai
Dasar BPK

5,0 0 0 0 5,0 Desember

Pengarahan Kepala
Perwakilan pada Persiapan
Pemeriksaan LKPD, Kinerja
dan PDTT. Survei
dilaksanakan oleh PSMK.

IK 3.1.3
Tingkat Kepatuhan Pegawai
terhadap Kode Etik dan
Peraturan Disiplin

100% 100% 100% 100% 100% Desember
Melakukan monitoring atas
pelanggaran Kode Etik dan
Peraturan Disiplin Pegawai

IK 3.2.1
Hasil Evaluasi Itama atas
Akuntabilitas Kinerja

AA - - - AA Desember

Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja sesuai
jadwal dan sesuai format
dan masukan dari hasil
Evaluasi Itama pada tahun
sebelumnya

IK 3.2.2
Tingkat Pemanfaatan
Teknologi dan Informasi

95% 95% 95% 95% 95% Desember

Melakukan monitoring
pemantauan secara berkala
(per Triwulan) atas
penggunaan layanan TI

IK 3.2.3
Jumlah Best Practice yang
Disusun

1 0 0 0 1 Desember
Akan disusun pada bulan

September – Oktober 2019

IK 3.2.4
Tingkat Penerapan Best
Practice

100% 0 0 0 100% Desember
Akan disusun pada bulan

September – Oktober 2019
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No.
Sasaran Strategis

Target
2019

Rencana Pencapaian Kinerja
Waktu

Penyelesaian Keterangan
Indikator Kinerja TW  I TW II TW III TW IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

IK 3.2.5
Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan Output
dan Kinerja

100% 52% 68% 84% 100% Desember

1. Laporan Output akan
disampaikan setiap bulan
paling lambat tanggal 10
pada bulan berikutnya;

2. Laporan Kinerja akan
disampaikan per
Triwulan paling lambat
tanggal 30/31 pada bulan
berikutnya.

IK 3.2.6
Tingkat Pemenuhan Sarana
dan Prasarana

96% 96% 96% 96% 96% Desember
Pemantauan dan pemenuhan
atas kebutuhan Sarana dan
Prasarana.

IK 3.2.7
Jumlah Media Relation yang
dilaksanakan

3 0 1 1 1 Desember

1. Menyampaikan Press
Release pada setiap
kegiatan Penyerahan
LHP baik di Semester I
maupun di Semester II;

2. Melaksanakan BPK Ulin
ka Sakola pada bulan
Agustus/September 2019
di SMAN wilayah Jawa
Barat;

3. Melaksanakan Media
Workshop pada bulan
Agustus/September
2019.

4. Melaksanakan Radio
Talkshow pada bulan
November 2019 di RRI.

IK 3.3.1
Persentase Pemeriksa yang
Memenuhi Standar Jam
Pelatihan Pemeriksa

100% 25% 50% 75% 100% Desember Untuk diklat di perwakilan
rencananya akan
dilaksanakan 3 Diklat, yaitu
2 Diklat Teknis
Pemeriksaan dan 1 Diklat
Non Pemeriksa

IK 3.3.2

Persentase Pegawai yang
Memenuhi Jam Pelatihan
Teknis/Manajerial (Non
Pemeriksa)

100% 10% 45% 70% 100% Desember

IK 3.4.1
Tingkat Kinerja Implementasi
Anggaran

80% 80% 80% 80% 80% Desember

Monitoring anggaran dan
realisasi anggaran setiap
bulan, serta menyampaikan
Laporan Realisasi DIPA
kepada Biro Keuangan
setiap bulannya.
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Rencana kegiatan dalam Pencapaian Kinerja secara rinci sebagai berikut:
Indikator Kinerja Utama Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP Keterangan

IKU 1.1 Persentase  Penyelesaian Tindak Lanjut
atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

1. Pemantauan TLRHP pada Semester I 2019,
dilaksanakan pada bulan Juli 2019 dengan Rapat
PTLRHP bersama entitas di Kantor Perwakilan
selama 3 hari.

2. Pemantauan TLRHP pada Semester II 2019,
dilaksanakan pada bulan Desember 2019
dengan Rapat PTLRHP bersama entitas di Kantor
Perwakilan selama 3 hari.

Menyesuaikan
juga dengan
penginputan
dalam SiPTL

IKU 1.2
Persentase Penyampaian LHP yang
Mengandung Unsur Tindak Pidana ke
IPH

Jika ada LHP yang mengandung unsur Pidana akan
dikonsultasikan dan dikoordinasikan lebih dahulu
dengan Auditorat Utama Investigasi

IKU Bonus, sesuai
target Tahun
2019 di setiap
Triwulan.

IKU 1.3
Tingkat Pemenuhan Permintaan
Perhitungan Kerugian Negara dan
Pemberian Keterangan Ahli

Jika ada Permintaan Perhitungan Kerugian Negara
dan Pemberian Keterangan Ahli akan
dikoordinasikan dan dikonsultasikan lebih dahulu
dengan Auditorat Utama Investigasi dan dilakukan
ekspos dengan Tim Pemeriksaan terkait

IKU Bonus, sesuai
target Tahun
2019 di setiap
Triwulan.

IKU 1.4
Jumlah Bahan Pendapat dan
Pertimbangan yang Dimanfaatkan
Ditama Revbang

Usulan Bahan Pendapat (UBP) disampaikan pada
Semester TW III atau TW IV, direncanakan pada
bulan September 2019 Usulan dari setiap Subaud
disampaikan pada bulan Agustus 2019.

UBP terkait tema
Pemeriksaan
Kinerja lokal di
Perwakilan

IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi
Pemeriksaan

Semester I:
1. Pemeriksaan atas LKPD TA 2018 pada 28 entitas

(Bulan Februari s.d. Mei 2019);
2. Pemeriksaan DTT atas LPJ Banparpol pada 28

entitas (setelah Pemeriksaan
Pendahuluan/Interim LKPD).

Semester II:
1. Pemeriksaan Kinerja (Kinerja Tematik dan

Kinerja lokal) pada 11 entitas.
2. Pemeriksaan DTT (Pemeriksaan Belanja) pada 6

entitas.

IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap
seluruh LHP

Pemeriksaan Kinerja (Kinerja Tematik dan Kinerja
lokal) pada 11 entitas akan dilaksanakan pada
Semester II Tahun 2018, rencana LHP disampaikan
pada bulan Desember 2019 dan Januari 2020

Revisi RKP,
Pemeriksaan
Kinerja menjadi
12 entitas/obyek
pemeriksaan

IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP

Semester I:
1. Pemeriksaan atas LKPD TA 2018 pada 28 entitas

(Bulan Februari s.d. Mei 2019);

Semester II:
1. Pemeriksaan Kinerja (Kinerja Tematik dan

Kinerja lokal) pada 11 entitas.
2. Pemeriksaan DTT (Pemeriksaan Belanja) pada 6

entitas.

Revisi RKP:
1. Pemeriksaan

Kinerja menjadi
12
entitas/obyek
pemeriksaan.

2. PDDT Belanja
menjadi 7
entitas/obyek
pemeriksaan.
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Indikator Kinerja Utama Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP Keterangan

IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan

Pemantauan TLRHP pada Semester I 2019,
dilaksanakan pada bulan Juli 2019 dengan Rapat
PTLRHP bersama entitas di Kantor Perwakilan
selama 3 hari.

Pemantauan TLRHP pada Semester II 2019,
dilaksanakan pada bulan Desember 2019 dengan
Rapat PTLRHP bersama entitas di Kantor
Perwakilan selama 3 hari.

Menyesuaikan
juga dengan
penginputan
dalam SiPTL

IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan
Penyelesaian Kerugian Negara

Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pada bulan
Juli untuk 28 LHPt  dan bulan Desember 2019 untuk
28 LHPt.

Menyesuaikan
dengan jadwal
penginputan
dalam SIKAD

IK 1.2.3
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
Pemantauan Penyelesaian Kerugian
Negara ke Ditama Revbang

Penyampaian laporan pemantauan pada bulan Juli
dan pada bulan Desember 2019, untuk
penginputan dalam SIKAD disesuaikan dengan
jadwal yang ditetapkan EPP.

Menyesuaikan
dengan jadwal
penginputan
dalam SIKAD

IK 2.1.1 Pemenuhan Quality Control dan Quality
Assurance Pemeriksaan

Dilaksanakan untuk seluruh kegiatan Pemeriksaan,
yaitu:
Semester I:
1. Pemeriksaan atas LKPD TA 2018 pada 28 entitas

(Bulan Februari s.d. Mei 2019);
2. Pemeriksaan DTT atas LPJ Banparpol pada 28

entitas (setelah Pemeriksaan
Pendahuluan/Interim LKPD).

Semester II:
1. Pemeriksaan Kinerja (Kinerja Tematik dan

Kinerja lokal) pada 11 entitas.
2. Pemeriksaan DTT (Pemeriksaan Belanja) pada 6

entitas.

Revisi RKP:
1. Pemeriksaan

Kinerja menjadi
12
entitas/obyek
pemeriksaan.

2. PDDT Belanja
menjadi 7
entitas/obyek
pemeriksaan.

IK 2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja
Pemeriksa BPK

Penyebaran kuesioner kepada entitas dilakukan
setelah kegiatan Pemeriksaan atau pada saat
kegiatan pemeriksaan akan berakhir dan LHP
diserahkan

Untuk seluruh
kegiatan
Pemeriksaan
(kecuali DTT
Banparpol)

IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

1. Penyampaian LHP LKPD TA 2017 paling lambat
disampaikan 31 Mei 2019;

2. LHP LPJ Banparpol paling lambat disampaikan
akhir Mei 2018 (tiga bulan sejak LPJ diterima
BPK);

3. LHP Kinerja paling lambat disampaikan 21
Desember 2019;

4. LHP DTT paling lambat disampaikan akhir Januari
2019.

IK 2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP yang
Dimenangkan BPK

Diharapkan untuk tahun 2019 tidak ada LHP yang
digugat baik oleh entitas ataupun oleh pihak
lainnya.

IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap
Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK

Pelaksanaan dilakukan oleh Dit. PSMK melalui
survey oleh pihak ketiga/surveyor oleh Dit. PSMK
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Indikator Kinerja Utama Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP Keterangan

IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Pelaksanaan dilakukan oleh Dit. PSMK melalui
survey oleh pihak ketiga/surveyor oleh Dit. PSMK

IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap
Kode Etik dan Peraturan Disiplin

Laporan monitoring Hukuman Disiplin dilaksanakan
setiap bulan. Diharapkan tidak ada Pegawai yang
melanggar Kode Etik dan Peraturan Disiplin.
Pegawai diharapkan patuh seluruhnya.

IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas
Kinerja

Hasil penilaian/evaluasi oleh Itama atas Laporan
Kinerja, diterima satker pada bulan September

IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan
Informasi

1. Pegawai memanfaatkan update data pribadi,
cuti, kehadiran, dll data kepegawaian melalui
SISDM.

2. Penggunaan email bpk.go.id untuk pelaksanaan
tugas sehari-hari;

3. Penggunaan aplikasi SMP utk menginput ST
Pemeriksaan, LHP, TLRHP dan LHPt Runeg;

4. Penggunaan aplikasi SiAP LK dan SiPTL;
5. Pemanfaatan Portal Perwakilan sebagai

penyimpanan arsip LHP, DEP, TLRHP dan LHPt
Runeg.

IK 3.2.3 Jumlah Best Practice yang Disusun

Menyusun best practice yang sudah ada di
Perwakilan sesuai format/pedoman yang telah
ditetapkan dan akan disampaikan kepada Dit.
PSMK sebagai usulan best practice.

IK 3.2.4 Tingkat Penerapan Best Practice

Melaksanakan implementasi/penerapan replikasi
best practice “System Pelayanan Prima
Perbendaharaan (SYANDRA)”  menjadi “Pelayanan
Terpadu Perbendaharaan (PETERPAN) pada
Subbagian Keuangan.

IK 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
Output dan Kinerja

1. Laporan Output akan disampaikan setiap bulan
paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya;

2. Laporan Kinerja akan disampaikan per Triwulan
paling lambat tanggal 30/31 pada bulan
berikutnya.

IK 3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan
Prasarana

1. Pengadaan Fasilitas Kantor;
2. Penyediaan Jasa Konsultan KAP untuk dan atas

nama BPK pada LKPD TA 2018;
3. Pengadaan Meubeler Gedung Kantor;
4. Perawatan Gedung dan Bangunan Kantor dan

Rujab/Mess;
5. Pengadaan Jasa Sewa Mesin Fotokopi;
6. Pengadaan Mesin dan Peralatan lainnya;
7. Pengadaan Cleaning Service dan Service Gedung

Kantor;
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Indikator Kinerja Utama Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP Keterangan

IK 3.2.7 Jumlah Media Relation yang
Dilaksanakan

1. Menyampaikan Press Release pada setiap
kegiatan Penyerahan LHP baik di Semester I
maupun di Semester II;

2. Melaksanakan BPK Ulin ka Sakola pada bulan
Agustus/September 2019 di SMAN Kabupaten
Bandung Barat;

3. Melaksanakan Media Workshop pada bulan
Agustus/September 2019.

4. Melaksanakan Radio Talkshow pada bulan
November 2019 di RRI.

IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi
Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

Untuk memenuhi JP Pemeriksa, akan dilaksanakan
3 (tiga) Diklat Teknis Pemeriksaan, yaitu:
1. Diklat Teknis dalam rangka persiapan LKPD pada

bulan Januari atau Februari 2019;
2. Diklat Teknis (disesuaikan kebutuhan Pemeriksa

atas usulan dari Subauditorat) pada bulan
Oktober 2019;

3. Diklat Teknis (disesuaikan kebutuhan Pemeriksa
atas usulan dari Subauditorat) pada bulan
November atau Desember 2019

Anggaran dari
Badan Diklat

IK 3.3.2
Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam
Pelatihan Teknis/Manajerial (Non
Pemeriksa)

Untuk memenuhi JP Pegawai Non Pemeriksa, akan
dilaksanakan 1 (satu) Diklat Teknis, yaitu:
Diklat Kesekretariatan pada bulan September atau
Oktober 2019;

Anggaran dari
Badan Diklat

IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

1. Menyusun dokumen penganggaran dan
pemantau pada setiap bulan;

2. Menyusun dokumen pelaksanaan dan
pertanggungjawaban anggaran pada setiap
bulan;

3. Menyusun laporan keuangan tahunan;
4. Menyusun laporan kegiatan pelaksana pada

setiap bulan;
5. Menyusun laporan realisasi DIPA, laporan Target

Penyelesaian Keluaran, dan laporan
KemajuanPaket Pengadaan pada setiap bulan.
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Evaluasi atas Rencana Strategis (Renstra)Dalam kurun waktu selama 4 (empat) tahun, tahun 2016 s.d. tahun 2019 banyak perubahanterhadap Perjanjian Kinerja Satker berupa penambahan Indikator Kinerja Utama (IKU) yangtertuang dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Perubahanpenambahan IKU ini merupakan format/bentuk (template) IKU yang diberikan oleh Dit. PSMKkepada seluruh satker Perwakilan.Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat memandang perlu dilakukannyaperubahan/revisi atas Renstra Satker tidak hanya untuk Perwakilan Jawa Barat, namun jugauntuk seluruh satker agar dilakukan perubahan/revisi atas Renstra. Perubahan atas Renstradimaksudkan agar Renstra yang sudah ada dapat mengakomodir dan sejalan denganperkembangan dan perubahan pada Perjanjian Kinerja BPK secara keseluruhan.
B. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa BaratCapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 berdasarkanhasil validasi Triwulan IV (semester II) Tahun 2019 adalah 99,27. Skor kinerja Tahun 2019 inimenunjukkan sedikit peningkatan skor sebanyak 1,57 poin jika dibandingkan skor Tahun 2018sebesar 97,70. Peningkatan skor kinerja ini terutama disebabkan karena:1. sebanyak 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja(IK) mencapai atau melebihi target yang ditentukan dengan skor kinerja 100 s.d. 105;2. sebanyak 5 (tujuh) IK tidak mencapai target yang ditentukan dengan skor <100 ( 92,80s.d. 99,47);3. terdapat satu IK (IK 3.2.3) yang tidak tercapai atau tidak terlaksana realisasinya denganskor 0;

Skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Indikator Kinerja Target Realisasi Skor

Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 99,27

IKU 1.1 Persentase  Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan 75% 77,42% 103,22

IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur
Tindak Pidana ke IPH 100% 100% 100
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Indikator Kinerja Target Realisasi Skor

IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian
Negara dan Pemberian Keterangan Ahli 100% 100% 100

IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang
Dimanfaatkan Ditama Revbang 1 1 100

IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan 95% 100% 105

IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP 25% 25,53% 102,13

IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP 100% 100% 100

IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 100% 100% 100

IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara 56 56 100

IK 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan
Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang 100% 100% 100

IK 2.1.1 Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance
Pemeriksaan 100% 100% 100

IK 2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK 3,90 4,24 105

IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP 100% 100% 100

IK 2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK 100% 100% 100

IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai
Dasar BPK 5,00 4,56 91,20

IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK 5,00 4,78 95,60

IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan
Peraturan Disiplin 100% 99,47 99,47

IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja AA AA 100

IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi 95% 98,92% 104,13

IK 3.2.3 Jumlah Best Practice yang Disusun 1 0 0

IK 3.2.4 Tingkat Penerapan Best Practice 100% 100% 100

IK 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja 100% 100% 100

IK 3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana 96% 96,65 100,67

IK 3.2.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan 3 3,90 105
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Indikator Kinerja Target Realisasi Skor

IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam
Pelatihan Pemeriksa 100% 92,80% 92,80

IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan
Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) 100% 95% 95

IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran 80% 88,65 105

Capaian tersebut ada peningkatan dibandingkan capaian tahun sebelumnya, hal ini tidakterlepas dari upaya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang tetap konsisten dalammemperbaiki kinerjanya melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.Adapun uraian lebih rinci mengenai pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Baratuntuk semua sasaran strategis sebagai berikut:
SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil PemeriksaanSasaran Strategis ini diukur dengan empat IKU, yaitu IKU 1.1 - Persentase  Penyelesaian TindakLanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, IKU 1.2 - Persentase Penyampaian LHP yangMengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH, IKU 1.3 - Tingkat Pemenuhan PermintaanPerhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli, dan IKU 1.4 - Jumlah BahanPendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang.
1. IKU 1.1 - Persentase  Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil

PemeriksaanRekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yangditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakanperbaikan.Rekomendasi atas temuan-temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti merupakan salahsatu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran BPK RI dalam mendorongpengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.IKU ini bertujuan untuk mendorong pelaksana BPK untuk merumuskan rekomendasi yangdapat ditindaklanjuti oleh entitas dan memberikan peningkatan pada operasional ataukinerja yang menggambarkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan.Pengukuran atas IKU ini adalah persentase jumlah rekomendasi yang telah selesaiditindaklanjuti dan yang tidak dapat ditindaklanjuti menurut peraturan yang berlakudibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke entitas dari seluruhhasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuantertentu selama lima tahun terakhir.
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Tabel 3.2. Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti
(sama dengan Data EPP yang dipergunakan dalam IHPS)

No. Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK Jumlah Persentase
(%)1 Sesuai dengan rekomendasi 18.213 76,91%2 Belum sesuai dan dalam proses 4.510 19,05%3 Belum ditindaklanjuti 838 3,54%4 Tidak dapat ditindaklanjuti 119 0,50%

Jumlah Rekomendasi yang disampaikan 23.680 100,00%
Gambar 3.1. Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK

Pencapaian atas IKU 1.1 - Persentase  Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi HasilPemeriksaan untuk tahun 2019 mencapai 77,42% dari 75% target yang ditetapkandengan skor 105.Perkembangan capaian IKU 1.1 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihatpada tabel berikut:
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian IKU 1.1 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IKU Uraian Target IKU Realisasi dan Skor Capaian IKU2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 20191.1 PersentasePenyelesaianTindak Lanjut atasRekomendasiHasil Pemeriksaan 60% 65% 65% 75% 60,17%dan100,29
61,23%dan94,20

68,50%dan105
77,42%dan103,22

Sesuai
dengan

rekomendasi
76,91%

Belum sesuai
dan dalam

proses
19,05%

Belum
ditindaklanjut

i
3,54%

Tidak dapat
ditindaklanjut

i dengan
alasan yang

sah
0,50%

Status Tindak Lanjut atas
Rekomendasi BPK
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Capaian penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun 2019mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018, yaitu sebesar77,42%, namun target tahun 2019 dinaikan menjadi 75%, sehingga jika dibandingkanskor tahun 2019 dengan capaian skor tahun 2018 mengalami sedikit penurunan skorakibat target yang dinaikkan. Peningkatan capaian tersebut disebabkan, oleh karena ditahun 2019, jajaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melakukan upaya-upayaperbaikan dan upaya persuasif kepada masing-masing Kepala Daerah, antara lain melaluikegiatan pembahasan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yangdilakukan pada setiap semester dengan mengundang Pemerintah Daerah dan InspektoratDaerah di wilayah Jawa Barat ke Kantor Perwakilan serta beberapa upaya perbaikanmelalui pihak Inspektorat Daerah.Adapun upaya yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Jawa Barat untuk mendorongpeningkatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan denganmengadakan acara Rapat Pemantauan Tindak Lanjut di Kantor Perwakilan, denganmengundang pihak Inspektorat Pemda, yang dilaksanakan selama setiap semester, yaitudilaksanakan pada:a. Rapat PTLRHP Semester I dengan Inspektorat Pemda se-Jawa Barat pada tanggal 26Juni s.d. 2 Juli 2019;b. Rapat PTLRHP Semester II dengan Inspektorat Pemda se-Jawa Barat pada tanggal 16s.d. 18 Desember 2019;c. Sosialisasi dan Pelatihan aplikasi SIPTL dengan mengundang Inspektorat Pemda se-Jawa Barat, pada tanggal 17 s.d. 18 Juli 2019, dalam acara tersebut juga dilakukanpenandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama antara BPK Perwakilan Jawa Baratdengan Pihak Inspektorat Pemda se-Jawa Barat,  yang salah satu poin komitmenbersama tersebut adalah “Mendorong percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi HasilPemeriksaan (TLRHP) kepada para Kepala SKPD untuk segera menindaklanjutirekomendasi BPK-RI.Selain itu, perbandingan realisasi tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunanterakhir sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat2016-2020 dan disesuaikan dengan target adalah sebagai berikut:
IKU

Target Tahun Renstra Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019

1.1.Persentasepenyelesaiantindak lanjut atasrekomendasi hasilpemeriksaan
60% 65%

70%disesuaikandgn targetseluruhBPKmenjadi65%
75% 75% 60,17% 61,23% 68,50% 77,42%
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Untuk melaksanakan kegiatan IKU 1.1, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat mengalokasikan anggaran sebesar Rp310.672.000,00 dengan realisasi sebesarRp231.347.895,00 atau 74,47%.
2. IKU 1.2 – Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke

IPHUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara Pasal 14 ayat (1)  disebutkan bahwa apabila dalam pemeriksaanditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yangberwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mandat tersebutmengisyaratkan peran BPK yaitu pada pelaporan indikasi tindak pidana yang ditemukandalam pelaksanaan pemeriksaan.Untuk tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat belum ada penyampaian LHP yangmengandung unsur pidana kepada Instansi Penegak Hukum (IPH).Perkembangan capaian IKU 1.2 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihatpada tabel berikut:
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian IKU 1.2 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IKU Uraian Target IKU Realisasi dan Skor Capaian IKU2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 20191.2 PersentasePenyampaianLHP yangMengandungUnsur TindakPidana ke IPH
100% 100% 100% 100% 100dan100 100dan100

100dan100 100dan100
Meskipun capaian IKU 1.2 pada tahun 2019 adalah 100%, walaupun tidak ada penyampaianLHP yang mengandung unsur Tindak Pidana ke IPH selama kurun waktu 2019, tetapi IKUini merupakan IKU bonus. Artinya tidak tercapainya target IKU ini tidak akan berdampakpada pengurangan skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.Perbandingan realisasi tahun 2019 terhadap Target Kinerja  lima tahunan sebagaimanayang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalahsebagai berikut:
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Untuk melaksanakan kegiatan IKU 1.2, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat mengalokasikan anggaran sebesar Rp297.413.000,00 dengan realisasi sebesar Rp296.621.511,00 atau 99,73%.
3. IKU 1.3 – Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan

Pemberian Keterangan AhliBerdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa KeuanganPasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugiannegara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yangdilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yangmenyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006  tersebut mewajibkan BPK untukmelakukan penghitungan jumlah kerugian negara. Selama tahun 2018, tidak Laporan HasilPemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara (LHP PKN) yang diterbitkan, oleh karenaterhadap permintaan PKN sejak tahun 2018 sudah dialihkan atau harus disampaikanmelalui unit Auditorat Investigasi yang berada di Kantor Pusat. Kewenangan dipenuhi atautidaknya permintaan PKN adalah kewenangan dari unit Auditorat Utama Investigasi, BPKPerwakilan hanya menyampaikan dan melaporkan permintaan PKN tersebut ke unitAuditorat Utama Investigasi.Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan bahwa BPK dapat memberikanketerangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. Pemberianketerangan ahli ini diberikan berdasarkan LHP BPK dan dilakukan dalam rangkamendukung pemberantasan praktek korupsi atas keuangan negara.Untuk tahun 2019, tidak ada permintaan Pemberian Keterangan Ahli oleh Pengadilanmaupun APH kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

IKU
Target Tahun Renstra Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 20181.2.PersentasePenyampaian LHPyang MengandungUnsur TindakPidana ke IPH
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Perkembangan capaian IKU 1.3 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihatpada tabel berikut:
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian IKU 1.3 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IKU Uraian Target IKU Realisasi dan Skor Capaian IKU2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 20191.3 TingkatPemenuhanPermintaanPerhitunganKerugianNegara
100% 100% 100% 100% 102%dan102 101%dan101 102%dan102 100%dan100TingkatPemenuhanPermintaanPemberianKeteranganAhli
100% 100% 100% 100% 100%dan100 103%dan103

IKU 1.3 ini merupakan IKU bonus, artinya apabila target pada IKU ini tidak tercapai makatidak akan berdampak pada pengurangan skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat,sedangkan apabila tercapai dan melebihi target akan menambah skor kinerja BPKPerwakilan Provinsi Jawa Barat. Sampai dengan Desember 2019 realisasi atas IKU inimencapai 100%, karena tidak ada permintaan PKN dan PKA.Perbandingan realisasi tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimanayang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalahsebagai berikut:

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya meningkatkan kualiatas hasilpemeriksaannya, terutama atas hal-hal yang diperkirakan berindikasi kerugiannegara/daerah. Selain itu, juga meningkatkan koordinasi dengan AUI dan IPH terkaittemuan-temuan pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara/daerah untuk dapatdiyakinkan benar terjadi kerugian negara/daerah, sehingga dapat dilakukan upayapemulihan kerugian negara/daerah.

IKU
Target Tahun Renstra Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019

1.3.Tingkat PemenuhanPermintaanPerhitungan KerugianNegara danPemberianKeterangan Ahli
100% 100% 100% 100% 100%

102% 101% 102% 100%100% 103%
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Untuk melaksanakan kegiatan IKU 1.3, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat mengalokasikan anggaran sebesar Rp297.413.000,00 dengan realisasi sebesarRp296.621.511,00 atau 99,73%.
4. IKU 1.4 – Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama

RevbangPemberian pendapat merupakan salah satu kewenangan BPK yang dijelaskan dalamUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 bahwa BPK dapat memberikan pendapat kepadapara pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.Pendapat BPK RI adalah pendapat yang diberikan oleh BPK RI kepada PemerintahPusat/Daerah, DPD, DPRD, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD danlembaga atau badan lain yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat BPK RI dapatmencakup antara lain perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, penyertaanmodal pemerintah, penjaminan pemerintah dan bidang lain yang berkaitan denganpengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan BPK dalam memberikan pendapat, makaseluruh satker pemeriksaan termasuk Perwakilan Provinsi Jawa Barat di dorong untukmemberikan masukan kepada Ditama Revbang.Selama tahun 2019 terdapat satu usulan bahan pendapat dari Perwakilan Provinsi JawaBarat yang telah disetujui dan dimanfaatkan oleh Ditama Revbang, yaitu: "Kebijakan dan
Ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Yang Tidak Seragam Bagi Pegawai
Negeri Sipil Daerah Yang Bekerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pada Pemerintah Daerah
di Lingkungan Jawa Barat”. Pencapaian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkansehingga pencapaian untuk IKU 1.4. ini adalah 1 dengan skor 100.Perkembangan capaian IKU 1.4 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihatpada tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian IKU 1.4 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IKU Uraian Target IKU Realisasi dan Skor Capaian IKU2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 20191.4 Jumlah BahanPendapat danPertimbangan yangdimanfaatkanDitama Revbang 1 1 1 1 1dan100 1dan100 1dan100 1dan100
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Perbandingan realisasi IKU 1.4 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 1.4, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Baratmengalokasikan anggaran sebesar Rp11.630.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.134.000,00atau 52,74%.
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan PemeriksaanStrategi ini diukur dengan tiga IK, yaitu IK 1.1.1 - Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan,1.1.2 - Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP dan 1.1.3 – Tingkat Evaluasi LHP.
1. IK 1.1.1 – Tingkat Implementasi Strategi PemeriksaanIK 1.1.1. ini mengukur kualitas perencanaan yang ditunjukkan dari kesesuaian rencanapemeriksaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) danRencana Strategis (Renstra) dan kesesuaian antara Audit Objective (AO) dan Tentative

Strategic Audit Objective (TSAO). Penilaian IK ini dilakukan atas LHP Kinerja dan PDTT (NonBanpol).Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melaksanakan pemeriksaan sebagaiberikut:a. Pemeriksaan atas LKPD TA 2018 pada 28 entitas;b. Pemeriksaan atas LPJ Banparpol pada 28 entitas;c. Pemeriksaan Kinerja, yang terdiri dari:1) Pemeriksaan Tematik Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Dalam Rangka

Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun, pada 2 entitas;2) Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan Tematik Kinerja atas Pengelolaan Dana Bidang

Kesehatan, pada 3 entitas;

IKU
Target Tahun Renstra Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 20191.4.Jumlah BahanPendapat danPertimbangan yangdimanfaatkan DitamaRevbang
1 1 1 1 2 1 1 1 1
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3) Pemeriksaan Tematik Kinerja atas Peranan Pengelolaan APBD terhadap Pencapaian

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada 3 entitas;4) Pemeriksaan Kinerja atas Peyelenggaraan Pemilu pada KPU Provinsi Jawa Barat, pada 1

entitas; dan5) Pemeriksaan Kinerja Tematik Lokal atas Pengelolaan BUMD, pada 3 entitas.d. Pemeriksaan DTT (Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal/Daerah terkaitInfrastruktur) pada 7 entitas.IK ini merupakan IKU baru di Tahun 2019, menggantikan IKU 2.1. Tingkat Konsistensiantara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan. Pencapaian IK ini adalah 100%dengan skor 105, capaian ini melebihi target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 95%.Capaian tersebut sama jika dibandingkan dengan Skor Tahun 2018.Perkembangan capaian IK 1.1.1 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihatpada tabel berikut:
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian IK 1.1.1 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK Uraian Target IK Realisasi dan Skor Capaian IK2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 20191.1.1 TingkatImplementasiStrategiPemeriksaan 85% 85% 90% 95% 85%dan100 95%dan105 100%dan105 100%dan105
Perbandingan realisasi IK 1.1.1 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Untuk melaksanakan kegiatan IK 1.1.1, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat mengalokasikan anggaran sebesar Rp7.583.235.000,00 dengan realisasi sebesarRp 7.076.062.549,00 atau 93,31%.

IK
Target Tahun Renstra Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 20191.1.1.TingkatImplementasiStrategiPemeriksaan 85% 85% 90% 90% 90% 85% 95% 100% 100%
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2. IK 1.1.2 – Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHPPemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK RI merupakan rangkaian proses yangsistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif dengan harapandapat melakukan penilaian secara independen atas aspek ekonomi dan efisiensi operasiserta aspek efektivitas (3E) dalam pencapaian hasil yang diinginkan.Tujuan IK 1.1.2 ini adalah untuk meningkatkan peran serta BPK dalam mewujudkan good
governance melalui peningkatan pelaksanaan pemeriksaan kinerja.Realisasi Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan dalam Tahun 2019 mencapai 12 LHP dariseluruh jumlah LHP yang diterbit selama tahun 2019 yaitu sebanyak 47 LHP (LHP nonBanpol).Pencapaian IK ini adalah 25,53% melebihi target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 25%.Dengan skor IK: 102,13. Hal ini terjadi dikarenakan penambahan 1 Obyek PemeriksaanKinerja, yang sebelumnya ditargetkan 11 Obyek Pemeriksaan, menjadi 12 ObyekPemeriksaan Kinerja, tanpa menambah/merubah anggaran dalam RKP. Sehingga outputyang dihasilkan menjadi 12 LHP.

Gambar 3.2. Pemeriksaan yang dilaksanakan
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Pemeriksaan Kinerja tersebut, terdiri dari:a. Pemeriksaan Tematik Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Dalam Rangka

Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun, pada 2 entitas;b. Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan Tematik Kinerja atas Pengelolaan Dana Bidang

Kesehatan, pada 3 entitas;c. Pemeriksaan Tematik Kinerja atas Peranan Pengelolaan APBD terhadap Pencapaian Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), pada 3 entitas;d. Pemeriksaan Kinerja atas Peyelenggaraan Pemilu pada KPU Provinsi Jawa Barat, pada 1

entitas; dane. Pemeriksaan Kinerja Tematik Lokal atas Pengelolaan BUMD, pada 3 entitas.
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Perkembangan capaian IK 1.1.2 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihatpada tabel berikut:
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian IK 1.1.2 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK Uraian Target IK Realisasi dan Skor Capaian IK2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 20181.1.2 Rasio JumlahLHP KinerjaterhadapSeluruh LHP 22% 17% 20% 25% 22,50%dan102,30
17,39%dan102,29

21,74%dan105
25,53%dan102,13

Perbandingan realisasi IK 1.1.2 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Untuk melaksanakan kegiatan IK 1.1.2, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat mengalokasikan anggaran sebesar Rp4.439.045.000,00 dengan realisasi sebesarRp4.081.896.549,00 atau 91,95%.
3. IK 1.1.3 – Tingkat Evaluasi LHPIK 1.1.3. ini mengukur analisis implementasi strategi pemeriksaan dari kesesuaian antarasimpulan dalam LHP Kinerja dan LHP DTT dengan Tentative Strategic Audit Objective(TSAO). Pengukuran dan analisis dilakukan oleh Dit. PSMK.IK ini merupakan IK yang baru dan menggantikan IKU 3.3. Tingkat Konsistensi dan AkurasiPenyajian LHP yang baru ada pada PK Tahun 2018. Pencapaian IK ini di Tahun 2019 adalah100% sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 100%. Dengan skor IK: 100.Dibandingkan skor Tahun 2018 mengalami penurunan, namun  hal tersebut karena adanyakenaikan target yang ditetapkan, dari 80%, di Tahun 2019 target menjadi 100%.

IK
Target Tahun Renstra Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 20191.1.2.RasioJumlahLHPKinerjaterhadapSeluruhLHP

15%menjadi22%(karenaadarevisioutputRKP)

16%Menjadi17%(karenaadarevisioutputRKP)

17%menjadi 20%(menyesuaikan dgnRKP)

18%menjadi25%(menyesuaikan dgnRKP danrevisi RKP2019)
20% 22,50% 17,39% 21,74% 25,53%
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Perkembangan capaian IK 1.1.3 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihatpada tabel berikut:
Tabel 3.9 Perbandingan Capaian IK 1.1.3 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK Uraian Target IKU Realisasi dan Skor Capaian IK2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 20191.1.3 TingkatEvaluasi LHP N/A N/A 80% 100% N/A N/A 100%dan105 100%dan100
Perbandingan realisasi IK 1.1.3 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Untuk melaksanakan kegiatan IK 1.1.3, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat mengalokasikan anggaran sebesar Rp20.593.845.000,00 dengan realisasi sebesarRp19.671.917.985,00 atau 92,52%.
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian NegaraStrategi ini diukur dengan tiga IKU, yaitu IK 1.2.1 – Tingkat Kemuktahiran Data Tindak LanjutHasil Pemeriksaan, IK 1.2.2 - Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara, danIK 1.2.3 - Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negarake Ditama Revbang.
1. IK 1.2.1 – Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil PemeriksaanIK ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjutyang dilakukan oleh pejabat terperiksa. Pemutakhiran ini akan direkapitulasi untukdigunakan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan Ikhtisar Hasil PemeriksaanSemester (IHPS).

IK
Target Tahun Renstra Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 20191.1.3.Tingkat EvaluasiLHP N/A N/A 80% 80% 80% N/A N/A 100% 100%
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Pencapaian IK ini dalam Tahun 2019 adalah 100% atau sesuai target yang ditetapkansebesar 100% dengan skor 100. Sama dengan skor sebelumnya di Tahun 2019.Perkembangan capaian IK 1.2.1 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihatpada tabel berikut:
Tabel 3.10 Perbandingan Capaian IK 1.2.1 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK Uraian Target IK Realisasi dan Skor Capaian IK2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 20191.2.1 TingkatKemuktahiranData TindakLanjut HasilPemeriksaan
100% 100% 100% 100% 100%dan100 100%dan100 100%dan100 100%dan100

Pemenuhan target tersebut dapat tercapai melalui percepatan penyelesaian tindak lanjutatas rekomendasi hasil pemeriksaan, yang dilakukan secara berkala dalam bentukforum/rapat pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) denganpihak Pemerintah Daerah (Inspektorat) di wilayah Jawa Barat. Selain itu juga denganmengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak LanjutRekomendasi BPK (SiPTL).Beberapa upaya yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Jawa Barat untuk mendorongpeningkatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan denganmengadakan acara Rapat Pemantauan Tindak Lanjut di Kantor Perwakilan, denganmengundang pihak Inspektorat Pemda, yang dilaksanakan selama setiap semester, yaitudilaksanakan pada:1. Rapat PTLRHP Semester I dengan Inspektorat Pemda se-Jawa Barat pada tanggal 26 Junis.d. 2 Juli 2019 dan Rapat PTLRHP Semester II dengan Inspektorat Pemda se-Jawa Baratpada tanggal 16 s.d. 18 Desember 2019;2. Sosialisasi dan Pelatihan aplikasi SIPTL dengan mengundang Inspektorat Pemda se-JawaBarat, pada tanggal 17 s.d. 18 Juli 2019, dalam acara tersebut juga dilakukanpenandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama antara BPK Perwakilan Jawa Baratdengan Pihak Inspektorat Pemda se-Jawa Barat,  yang salah satu poin komitmenbersama tersebut adalah “Mendorong percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi HasilPemeriksaan (TLRHP) kepada para Kepala SKPD untuk segera menindaklanjutirekomendasi BPK-RI.
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Perbandingan realisasi IK 1.2.1 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Untuk melaksanakan kegiatan IK 1.2.1, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat mengalokasikan anggaran sebesar Rp445.592.000,00 dengan realisasi sebesarRp343.981.047,00 atau 77,20%.
2. IK 1.2.2 – Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian NegaraLaporan pemantauan mencakup jumlah kasus kerugian negara yang telah ditetapkan danjumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan. IKU 1.1.2 bertujuanuntuk mendorong Perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugiannegara sehingga efektivitas penyelesaian ganti kerugian negara baik dari sisi jangka waktupenyelesaian maupun besaran ganti rugi dapat tercapai.Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti Kerugian negara/daerah yang diterbitkanpada tahun 2019 adalah sejumlah 56 LHP dengan skor kinerja 100. Nilai IK 1.2.2 ini telahsesuai dengan target yang ditetapkan sejumlah 56 LHP.Perkembangan capaian IK 1.2.2 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihatpada tabel berikut:

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian IK 1.2.2 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK Uraian Target IK Realisasi dan Skor Capaian IK2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 20191.2.2 JumlahLaporanPemantauanPenyelesaianKerugianNegara
56 56 56 56 56dan100 56dan100 56dan100 56dan100

IK
Target Tahun Renstra Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019

1.2.1TingkatKemuktahiranData TindakLanjut HasilPemeriksaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Perbandingan realisasi IK 1.2.2 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Untuk melaksanakan kegiatan IK 1.2.2, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat mengalokasikan anggaran sebesar Rp860.194.000,00 dengan realisasi sebesarRp684.966.921,00 atau 79,63%.
3. IK 1.2.3 – Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian

Kerugian  Negara ke Ditama RevbangMerupakan penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yangdisampaikan Perwakilan ke Ditama Revbang (d.h.i Direktorat EPP) dengan tembusanDitama Binbangkum. Bertujuan untuk mengukur ketepatan penyampaian laporanpemantauan penyelesaian ganti kerugian negara dengan tepat waktu.Pencapaian IK ini dalam tahun 2019 adalah 100% sesuai dengan target yang ditetapkansebesar 100% dengan skor 100. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan capaianTahun 2018 yang hanya mencapai 91,07% dengan skor 91,07.Perkembangan capaian IK 1.2.3 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihatpada tabel berikut:
Tabel 3.12 Perbandingan Capaian IK 1.2.3 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK Uraian Target IK Realisasi dan Skor Capaian IK2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 20191.2.3 Ketepatan WaktuPenyampaianLaporanPemantauanPenyelesaianKerugian  Negarake DitamaRevbang
100% 100% 100% 100% 62,50%dan62,50

67,86%dan67,86
91,07%dan91,07

100%dan100

IK
Target Tahun Renstra Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 20191.2.2Jumlah LaporanPemantauanPenyelesaianKerugian Negara 56 56 56 56 56 56 56 56 56
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Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti Kerugian negara/daerah yang diterbitkanpada tahun 2019 adalah sejumlah 56 LHPt Runeg, namun demikian penyampaian laporanpemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah pada Semester I (Triwulan II)Tahun 2019 yang disampaikan tepat waktu kepada Ditama Revbang sebanyak 28 LHPtRuneg, demikian pula pada Semester II Tahun 2019, laporan yang disampaikan tepat waktukepada Ditama Revbang sebanyak 28 LHPt Runeg.Untuk tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat lebih berusaha dan berupayadengan meningkatkan ketepatan waktu penyampaian LHPt Runeg ke Ditama Revbang danmenyesuaikan jadwal pelaksanaan pemantauan dengan batas waktu yang ditetapkan dalampenyampaian LHPt dan penginputannya dalam aplikasi SIKAD, sehingga dapat mencapaitarget yang telah ditetapkan, yaitu 100%.Perbandingan realisasi IK 1.2.3 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Untuk melaksanakan kegiatan IK 1.2.3, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat mengalokasikan anggaran sebesar Rp860.194.000,00 dengan realisasi sebesarRp684.966.921,00 atau 79,63%.
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil PemeriksaanStrategis ini diukur dengan empat IKU, yaitu IK 2.1.1 - Pemenuhan Quality Control (QC) dan
Quality Assurance (QA) Pemeriksaan, IK 2.1.2 - Indeks Kepuasan Auditee atas KinerjaPemeriksa BPK, IK 2.1.3 - Ketetapan Waktu Penyampaian LHP, dan IK 2.1.4 – PersentaseGugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK.
1. IK 2.1.1 – Pemenuhan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan

Quality Control bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPKdengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), kode etik, dan Panduan ManajemenPemeriksaan (PMP) dalam rangka mengendalikan mutu pemeriksaan. Quality Assurance

IK
Target Tahun Renstra Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 20191.2.3Ketepatan WaktuPenyampaianLaporanPemantauanPenyelesaianKerugian  Negarake DitamaRevbang
100% 100% 100% 100% 100% 62,50% 67,86% 91,07% 100%

BP
K 
Pe
rw
ak
il
an
 P
ro
vi
ns
i 
Ja
wa
 B
ar
at



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT 38

dalam pemeriksaan adalah aktivitas reviu atas pengendalian mutu (quality control)yang diterapkan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Kegiatan Quality Assurancedimaksudkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan danhasil pemeriksaan BPK telah memenuhi mutu dan dipersyaratkan sesuai standarpemeriksaan yang berlaku.Pemenuhan skor atas IK 2.1.1 dilakukan dengan pengisian kuesioner atas kegiatanpemeriksaan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan oleh Pemberi TugasPemeriksaan (PTP), Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP), dan Pejabat FungsionalPemeriksaan (PFP).Untuk tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menargetkan tingkat pemenuhan
Quality Control sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, dengan skor 100.Dibandingkan dengan Tahun 2018, capaian tersebut sama, yaitu 100% dengan skor 100.Perkembangan capaian IK 2.1.1 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihatpada tabel berikut:

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian IK 2.1.1 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK Uraian Target IK Realisasi dan Skor Capaian IK2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 20192.1.1 Pemenuhan
Quality Control(QC) dan Quality
Assurance (QA)Pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 100%dan100 100%dan100 100%dan100 100%dan100

Perbandingan realisasi IK 2.1.1 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Untuk melaksanakan kegiatan IK 2.1.1, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat mengalokasikan anggaran sebesar Rp20.593.845.000,00 dengan realisasi sebesarRp19.671.917.985,00 atau 95,52%.

IK
Target Tahun Renstra Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 20192.1.1Pemenuhan
Quality Control(QC) dan

Quality
Assurance (QA)Pemeriksaan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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2. IK 2.1.2 – Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPKSebagai suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara, BPK meningkatkan kualitas pemeriksaan melaluipenyelenggaraan sistem pengendalian mutu. Pengendalian mutu ini antara lain dilakukanmelalui survei untuk mengukur tingkat kepuasan pihak terperiksa atas kinerja timpemeriksa dalam rangka meningkatkan kualitas pemeriksaan.Pencapaian atas IK 2.1.2 - Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK untuktahun 2019 mencapai 4,24 dari target indeks sebesar 3,90 yang ditetapkan dengan skor105. Dibandingkan dengan capaian Tahun 2018, sedikit penurunan 0,16, namun denganskor yang masih sama yaitu sebesar 105.Perkembangan capaian IK 2.1.2 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihatpada tabel berikut:
Tabel 3.14 Perbandingan Capaian IK 2.1.2 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK Uraian Target IK Realisasi dan Skor Capaian IK2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 20192.1.2 IndeksKepuasanAuditee atasKinerjaPemeriksa BPK 3,60 3,70 4,10 3,90 4,26dan105 4,31dan105 4,40dan105 4,24dan105
Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Untuk melaksanakan kegiatan IK 2.1.2, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat mengalokasikan anggaran sebesar Rp20.593.845.000,00 dengan realisasi sebesarRp19.671.917.985,00 atau 95,52%.
3. IK 2.1.3 – Ketepatan Waktu Penyampaian LHPIKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan melaluipengukuran ketepatan waktu penyampaian  LHP kepada entitas pemeriksaan/stakeholderberdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun program pemeriksaan. Pengukuran

IK
Target Tahun Renstra Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 20192.1.2Indeks KepuasanAuditee atas KinerjaPemeriksa BPK 3,60 3,70 4,10 3,6 3,6 4,26 4,31 4,40 4,24
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IKU ini dilakukan atas jenis pemeriksaan keuangan, PDTT (termasuk Banpol), dan kinerjapada periode tertentu.Pencapaian IKU ini dalam Tahun 2019 adalah 100% sesuai dengan target yang ditetapkansebesar 100% dengan skor 100. Capaian ini lebih baik dibandingkan dengan capaian Tahun2018 yang hanya mencapai 98,65% dengan skor 98,65. Tercapainya IKU ini dikarenakanpenyelesaian Hasil Pemeriksaan pada Semester I dan Semester II dapat diselesaikan tepatwaktu, sesuai dengan jadwal yang telah diagendakan maupun yang ditetapkan dalam P2.Perkembangan capaian IK 2.1.3 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihatpada tabel berikut:
Tabel 3.15 Perbandingan Capaian IK 2.1.3 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK Uraian Target IK Realisasi dan Skor Capaian IK2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 20192.1.3 KetepatanWaktuPenyampaianLHP
100% 100% 100% 100% 65,82%dan65,82

62,16%dan62,16
98,65%dan98,65

100%dan100
Perbandingan realisasi IK 2.1.3 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Untuk melaksanakan kegiatan IK 2.1.3, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat mengalokasikan anggaran sebesar Rp20.593.845.000,00 dengan realisasi sebesarRp19.671.917.985,00 atau 95,52%.
4. IK 2.1.4 – Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPKIKU ini menunjukan kualitas pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan sesuai denganSPKN,   yang mensyaratkan bahwa jika ada LHP yang digugat dan dinyatakan menang bagiBPK di pengadilan. IKU ini di BPK Perwakilan baru diterapkan pada tahun 2017.IKU ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya salah saji  atau tiada salah saji (zero

defect) pada LHP, sehingga dapat memitigasi resiko LHP yang digugat dan BPK dinyatakan

IK
Target Tahun Renstra Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019

2.1.3Ketepatan WaktuPenyampaian LHP 100% 100% 100% 100% 100% 65,82% 62,16% 98,65% 100%
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kalah. Jika ada LHP yang sampai digugat dan BPK dinyatakan kalah, berarti menunjukanbahwa kualitas LHP itu kurang baik. Namun jika  BPK memenangkan tuntutan dari pihakketiga atas suatu gugatan terhadap LHP, maka berarti LHP tersebut berkualitas dan sudahsesuai dengan SPKN.Capaian IK ini dalam Tahun 2019 adalah 100% atau sesuai target yang ditetapkan sebesar100% dengan skor 100.Perkembangan capaian IK 2.1.4 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihatpada tabel berikut:
Tabel 3.16 Perbandingan Capaian IK 2.1.4 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK Uraian Target IK Realisasi dan Skor Capaian IK2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 20192.1.4 PersentaseGugatan atas LHPyangDimenangkan BPK N/A 100% 100% 100% N/A 100%dan100 100%dan100 100%dan100
Selain itu, perbandingan realisasi tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan belumtercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020, walaupun mulaidi tahun 2017 sudah masuk dalam Perjanjian Kinerja pada setiap Perwakilan. Sehinggadiharapkan terdapat perubahan terhadap Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat2016-2020. Namun demikian apabila diperbandingan untuk kurun waktu lima tahunan,maka direncanakan target sebagai berikut:

Untuk melaksanakan kegiatan IK 2.1.4, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat mengalokasikan anggaran sebesar Rp297.413.000,00 dengan realisasi sebesarRp296.621.511,00 atau 99,73%.

IK
Target Tahun Renstra Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 20192.1.4PersentaseGugatan atas LHPyangDimenangkan BPK N/A 100% 100% N/A N/A N/A 100% 100% 100%
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Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di
Lingkungan BPK PerwakilanStrategis ini diukur dengan tiga IKU, yaitu IK 3.1.1 – Indeks Pemahaman Pegawai TerhadapVisi, Misi dan Nilai Dasar BPK, IK 3.1.2 – Indeks Implementasi Nilai dasar BPK, dan IK 3.1.3 –Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin.
1. IK 3.1.1 – Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPKIKU ini bertujuan untuk mengukur sejauhmana pemahaman pegawai di BPK Perwakilandalam mengetahu dan memahami visi, misi dan nilai dasar BPK. Pengukuran dinilai dalambentuk indeks yang dilaksanakan oleh Dit. PSMK melalui penyebaran kuesioner secaraonline kepada pegawai di BPK Perwakilan dan pelaksanaannya dilakukan pihak surveyorindependen yang ditunjuk dan ditugaskan oleh BPK.IKU ini merupakan IKU baru yang sebelumnya tidak ada di PK 2016 dan PK 2017, baruditetapkan pada PK 2018 serta belum masuk dalam Renstra BPK dan Renstra BPKPerwakilan Tahun 2016 – 2020.Capaian IKU ini dalam Tahun 2019 adalah 4,56, dengan skor 91,20. Capaian ini lebih baikjika dibandingkan capaian pada Tahun 2018 yang hanya sebesar 3,83 dengan skor 76,6,walaupun capaian Tahun 2019 inipun juga belum sesuai dengan target yang ditetapkan,yaitu sebesar 5,00.BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berkomitmen melakukan upaya perbaikan untukmeningkatkan pemahaman para pegawai atas visi, misi dan nilai dasar BPK. Upaya yangdilakukan adalah dengan melaksanakan sosialisasi tentang visi, misi dan nilai dasar BPKmelalui pengarahan Kepala Perwakilan dan Pimpinan yang datang dalam rangka kunjungankerja juga dengan TV Informasi yang berada di lobi dan di Kafe Mandiri Kantor Perwakilan.Perkembangan capaian IK 3.1.1 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihatpada tabel berikut:

Tabel 3.17 Perbandingan Capaian IK 3.1.1 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK Uraian Target IK Realisasi dan Skor Capaian IK2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 20193.1.1 IndeksPemahamanPegawai TerhadapVisi, Misi dan NilaiDasar BPK N/A N/A 5,00 5,00 N/A N/A 3,83dan76,6 4,56dan91,20
Perbandingan realisasi tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan belum tercantumdalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020, IK ini baru ada di tahun2018 dalam Perjanjian Kinerja pada setiap Perwakilan. Sehingga diharapkan terdapatperubahan terhadap Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020. Namun
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demikian apabila diperbandingan untuk kurun waktu lima tahunan, maka direncanakantarget sebagai berikut:

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.1.1, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat mengalokasikan anggaran sebesar Rp381.732.000,00 dengan realisasi sebesarRp378.877.160,00 atau 99,25%.
2. IK 3.1.2 – Indeks Implementasi Nilai Dasar BPKIK ini bertujuan untuk mengukur sejauhmana pegawai di BPK Perwakilan dalammengimplementasikan nilai dasar BPK, yaitu Independensi, Integritas dan Profesional.Pengukuran dinilai dalam bentuk indeks yang dilaksanakan oleh Dit. PSMK melaluipenyebaran kuesioner secara online kepada pegawai di BPK Perwakilan dan pihak auditeeserta masyarakat umum, yang pelaksanaannya dilakukan pihak surveyor independen yangditunjuk dan ditugaskan oleh BPK.IK ini merupakan IK baru yang sebelumnya tidak ada di PK 2016 dan PK 2017, dan baruditetapkan pada PK 2018 serta belum masuk dalam Renstra BPK dan Renstra BPKPerwakilan Tahun 2016 – 2020.Capaian IK ini dalam Tahun 2019 adalah 4,78, dengan skor 95,60. Capaian ini lebih baik jikadibandingkan capaian pada Tahun 2018 yang hanya sebesar 4,47 dengan skor 89,4,walaupun capaian Tahun 2019 inipun belum sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitusebesar 5,00.BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berkomitmen melakukan upaya perbaikan untukmendorong peningkatan implementasi nilai-nilai dasar BPK di lingkungan kerja, maupundalam kehidupan profesional dan personal. Upaya yang dilakukan adalah melaluipengarahan Kepala Perwakilan (terutama pada saat persiapan pemeriksaan/sebelum TimPemeriksa berangkat ke lapangan) dan Pimpinan yang datang dalam rangka kunjungankerja ke Provinsi Jawa Barat. Selain itu pemberian teladan yang baik dari para Pimpinan diPerwakilan menjadi motivasi bagi pegawai untuk menerapkannya secara berkelanjutan.

IK
Target Tahun Renstra Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 20193.1.1Indeks PemahamanPegawai TerhadapVisi, Misi dan NilaiDasar BPK N/A N/A 5,00 5,00 N/A N/A N/A 3,83 4,56
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Perkembangan capaian IK 3.1.2 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat padatabel berikut:
Tabel 3.18 Perbandingan Capaian IK 3.1.2 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK Uraian Target IK Realisasi dan Skor Capaian IK2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 20193.1.2 IndeksImplementasiNilai Dasar BPK N/A N/A 5,00 5,00 N/A N/A 4,47dan89,4 4,78dan95,60
Perbandingan realisasi tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan belum tercantumdalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020, IKU ini baru ada di tahun2018 dalam Perjanjian Kinerja pada setiap Perwakilan. Sehingga diharapkan terdapatperubahan terhadap Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020. Namundemikian apabila diperbandingan untuk kurun waktu lima tahunan, maka direncanakantarget sebagai berikut:

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.1.2, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat mengalokasikan anggaran sebesar Rp381.732.000,00 dengan realisasi sebesarRp378.877.160,00 atau 99,25%.
3. IK 3.1.3 – Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan DisiplinUntuk menjaga integritas dan kredibilitas kelembagaan BPK RI, perlu dukungan dariseluruh unsur pegawai yang ada di dalam organisasi. Setiap pegawai bertanggung jawabuntuk mematuhi semua ketentuan yang melekat pada dirinya, seperti peraturan disiplindan kode etik. Untuk mengukur tingkat kepatuhan tersebut, sejak tahun 2017 diterapkan IK3.1.3 yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan pegawai terhadap kode etik danperaturan disiplin. IKU ini merupakan IKU yang baru ada di Tahun 2017 bagi BPKPerwakilan Provinsi Jawa Barat.IK 3.1.3 merupakan IK bonus yang tidak mempengaruhi skor capaian, tetapi jika ada, makadapat mempengaruhi skor capaian. Capaian IKU ini dalam Tahun 2019 adalah 99,47%dengan skor 99,47, hal tersebut belum sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%.

IK
Target Tahun Renstra Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019

3.1.2IndeksImplementasi NilaiDasar BPK N/A N/A 5,00 5,00 N/A N/A N/A 4,47 4,78
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IK ini tidak tercapai karena ada 1 orang pegawai yang dijatuhi hukuman disiplinkarena ketidakhadiran (absensi). Hal ini diberikan sebagai bentuk hukumansekaligus pembinaan kepada yang bersangkutan, sehingga menjadi peringatan bagipegawai yang lain untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin.Perkembangan capaian IK 3.1.2 dalam kurun waktu empat tahun terakhir  dapat dilihatpada tabel berikut:
Tabel 3.19 Perbandingan Capaian IK 3.1.3 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK Uraian Target IK Realisasi dan Skor Capaian IK2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 20193.1.3 TingkatKepatuhanPegawai terhadapKode Etik danPeraturan Disiplin N/A 100% 100% 100% N/A 100%dan100 100%dan100
99,47%dan99,47Perbandingan realisasi tahun 2019 terhadap Target Kinerja lima tahunan belum tercantumdalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020, IK ini baru ada di tahun2017 dalam Perjanjian Kinerja pada setiap Perwakilan. Sehingga diharapkan terdapatperubahan terhadap Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020. Namundemikian apabila diperbandingan untuk kurun waktu lima tahunan, maka direncanakantarget sebagai berikut:

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.1.3, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat mengalokasikan anggaran sebesar Rp76.442.000,00 dengan realisasi sebesarRp75.862.188,00 atau 99,24%.
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK PerwakilanStrategi ini diukur dengan tujuh IKU, yaitu IK 3.2.1 – Hasil Evaluasi Itama atas AkuntabilitasKinerja, IK 3.2.2 - Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, IK 3.2.3 – Jumlah Best-
Practice yang disusun, IK 3.2.4 - Tingkat Penerapan Best-Practice, IK 3.2.5 - Ketepatan WaktuPenyampaian Laporan Output dan Kinerja, IK 3.2.6 - Tingkat Pemenuhan Sarana danPrasarana, dan IK 3.2.7 - Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan.

IK
Target Tahun Renstra Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 20193.1.3Tingkat KepatuhanPegawai terhadapKode Etik danPeraturan Disiplin N/A 100% 100% 100% N/A N/A 100% 100% 99,47%
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1. IK 3.2.1 – Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas KinerjaDalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas kinerja PerwakilanProvinsi Jawa Barat, sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Pelaksana BPK, makaPerwakilan Provinsi Jawa Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja(LAK) setiap tahunnya. Selain itu, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerjaPerwakilan Provinsi Jawa Barat, LAK ini akan dievaluasi oleh Inspektorat Utama secaraperiodik.Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama No. 314/ND/XI/08/2019, tanggal 1 Agustus2019, perihal: Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dinyatakan bahwa BPK PerwakilanProvinsi Jawa Barat memperoleh nilai sebesar 91,03 atau dengan kategori “AA” (SangatMemuaskan) dengan skor 100. Dengan demikian, capaian atas IK 3.2.1 mengalamipeningkatan dari tahun sebelumnya Tahun 2018 yang hanya mencapai nilai 76,96 ataudengan kategori “BB” (Sangat Baik) dengan skor 88,89Perkembangan capaian IK 3.2.1 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat padatabel berikut:
Tabel 3.20 Perbandingan Capaian IK 3.2.1 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK Uraian Target IK Realisasi dan Skor Capaian IK2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 20193.2.1 Hasil Evaluasi Itamaatas AkuntabilitasKinerja A A A AA Adan100 Adan100 BBdan88,89 AAdan100Perbandingan realisasi IK 3.2.1 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.2.1, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat mengalokasikan anggaran sebesar Rp363.469.000,00 dengan realisasi sebesarRp361.650.110,00 atau 99,50%.

IK
Target Tahun Renstra Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 20193.2.1Hasil Evaluasi Itamaatas AkuntabilitasKinerja A A A A A A A BB AA
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2. IK 3.2.2 – Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan InformasiTeknologi informasi mendukung ketersediaan informasi dan pengetahuan yang diperlukanuntuk mencapai tujuan organisasi. Upaya untuk meningkatkan dukungan teknologiinformasi dilakukan dengan mengintegrasikan sistem, database dan jaringan teknologiinformasi yang diprioritaskan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses bisnisdalam organisasi.Mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh dari pemanfaatan TI dan tingginya biayauntuk membangun infrastruktur TI, maka membudayakan “IT Culture” di lingkunganorganisasi merupakan syarat mutlak. Untuk itu, beberapa aplikasi TI dijadikan indikatordalam mengukur capaian IK 3.2.2 yaitu: SISDM, pemanfaatan e-mail, e-drive, SMP, portalBPK dan portal e-Audit.Pencapaian IK ini dalam tahun 2019 adalah 98,92% dengan skor 104,13. Capaian inimelebihi dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Capaian ini meningkat dibandingkandengan capaian Tahun 2018 sebesar 82,68% dengan skor 103,36.Perkembangan capaian IK 3.2.2 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihatpada tabel berikut:
Tabel 3.21 Perbandingan Capaian IK 3.2.2 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK Uraian Target IK Realisasi dan Skor Capaian IK2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 20193.2.2 TingkatPemanfaatanTeknologidan Informasi 100% 80% 80% 95% 79,36%dan79,36
75,69%dan94,61

82,68%dan103,36
98,92%dan104,13

Target IK 3.2.2 pada tahun 2019 melebihi target yang ditetapkan. Namun demikian masihada beberapa hal yang kurang yaitu pemanfaatan portal e-Audit belum maksimal walaupunsudah digunakan oleh pemeriksa, hal tersebut dikarenakan pemeriksa hanya akanmengakses portal e-Audit semata-mata untuk menguji manifest  dari maskapaipenerbangan tertentu. Jenis pengujian ini biasanya hanya dilakukan pada pemeriksaan atasLaporan Keuangan ataupun Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Selain itu, pemanfaatanaplikasi SMP dan SIPTL sudah mencapai 100% dimanfaatkan dalam rangka pemeriksaandan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Demikian pula pemanfaatan portal, e-drive dan SISDM sudah mulai diperhatikan oleh Pegawai, terutama pemanfaatan aplikasiSISDM untuk melihat data kehadiran pegawai.Rincian tingkat pemanfaatan TI Tahun 2019 di Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagaiberikut:
Layanan Dasar Layanan Aplikasi Umum Layanan Aplikasi Pemeriksaan

e-mail
(20%)

e-drive
(10%)

Portal
(5%) SISDM (30%) SMP

(15%)
e-audit
(15%)

SIPTL
(5%)100% 100% 100% 96,40% 100% 100% 100%

100% 96,40% 100%
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Perbandingan realisasi IK 3.2.2 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.2.2, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat mengalokasikan anggaran sebesar Rp45.300.000,00 dengan realisasi sebesarRp45.015.531,00 atau 99,37%.
3. IK 3.2.3 – Jumlah Best-Practice yang disusunIK 3.2.3 digunakan untuk mengukur penyusunan jumlah best-practices yang telah terujidalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-satker BPK. Namun demikian, untuk tahun2018, IKU ini baru diukur. Capaian IK ini dalam Tahun 2019 adalah 0 dengan skor 0 ataubelum dapat sesuai target yang ditetapkan sebesar 1. Capaian ini sama dengan capaian padaTahun 2018.Untuk Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga belum dapat menyampaikanusulan mengenai Best Practice yang ada dan disusun di Perwakilan kepada Dit. PSMK. Halini karena best practice yang mungkin ada sampai saat ini belum terdokumentasikandengan baik dan belum dibuat pedoman atau SOP dalam pelaksanaannya, sehingga belumlayak untuk dapat diusulkan. Oleh karenanya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat belumdapat menyampaikan usulan best practice di Tahun 2019.Adapun perkembangan capaian IK 3.2.3 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapatdilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22 Perbandingan Capaian IK 3.2.3 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK Uraian Target IK Realisasi dan Skor Capaian IK2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 20193.2.3 Jumlah Best-
Practice yangdisusun N/A* N/A* 1 1 N/A* N/A* 0dan0 0dan0

*) tidak diukur pencapaiannya karena target tidak ditetapkan

IK
Target Tahun Renstra Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 20193.2.2TingkatPemanfaatanTeknologi danInformasi 100% 80% 80% 95% 100% 79,36% 75,69% 82,68% 98,92%
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Perbandingan realisasi IK 3.2.3 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

*) tidak diukur pencapaiannya karena target tidak ditetapkan
4. IK 3.2.4 – Tingkat Penerapan Best-PracticeIK 3.2.4 digunakan untuk mengukur penerapan/implementasi atas best-practices yangtelah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada suatu satker BPK, yang diterapkanatau direplikasikan pada satker yang lain dan disesuaikan dengan kondisi di satker yangmelaksanakan replikasi tersebut. IKU ini baru diukur pencapaiannya pada tahun 2018.Capaian IKU ini dalam Tahun 2019 adalah 100% dengan skor 100, hal ini sesuai dengantarget yang telah ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini sama dengan capaian Tahun 2018.Pengukuran tingkat penerapan best practice yang ditelah dipilih dan disosialisasikan padaRakor Pelaksana BPK Tahun 2018 dan pada Forum Manajer IKU Semester I Tahun 2019,terdapat 8 (delapan) best practice terpilih yang dapat direplikasi oleh Satker lainnya.Berdasarkan Nota Dinas Kaditama Revbang No. 228/ND/XII/07/2019 tanggal 17 Juli 2019perihal Pengukuran Kinerja Implementasi Best Practice 2019.BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah melakukan replikasi atas salah satu best practicedari 8 best practice yang terpilih oleh Tim Penilai. Pernyataan serta checklist pemenuhansatu best practice yang direplikasi telah disampaikan melalui Nota Dinas Kepala PerwakilanProvinsi Jawa Barat No. 254/ND/XVIII.BDG/09/2019 tanggal 25 September 2019, yaitureplikasi atas “Sistem Layanan Prima Perbendaharaan (SIYANDRA), yang merupakan best

practice dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Best practice ini diterapkan untukmemaksimalkan fungsi Subbagian Keuangan sehingga berbagai layanan perbendaharaandapat dilaksanakan secara efisien, dan implementasinya di BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat menjadi “Pelayanan Terpadu Perbendaharaan (PETERPAN)”.Sehingga Perkembangan capaian IK 3.2.4 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapatdilihat pada tabel berikut:

IK
Target Tahun Renstra Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019

3.2.3Jumlah Best-Practiceyang disusun 0 0 1 1 0 N/A* N/A* 0 0
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Tabel 3.23 Perbandingan Capaian IK 3.2.4 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK Uraian Target IK Realisasi dan Skor Capaian IK2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 20193.2.4 TingkatPenerapan
Best-Practice

N/A* N/A* 100% 100% N/A* N/A* 100%dan100 100%dan100
*) tidak diukur pencapaiannya karena target tidak ditetapkanPerbandingan realisasi IK 3.2.4 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

*) tidak diukur pencapaiannya karena target tidak ditetapkanUntuk melaksanakan kegiatan IK 3.2.4, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat mengalokasikan anggaran sebesar Rp363.469.000,00 dengan realisasi sebesarRp361.650.110,00 atau 99,50%.
5. IK 3.2.5 –Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan KinerjaIK 3.2.5 digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian Laporan Output danKinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh sebagaimana yang diatur dalam Keputusan BPK RINo. 6/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Laporan Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan PelaksanaBPK dan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentangPelaporan Kinerja pada Unit-Unit Pelaksana BPK.Mengacu pada ketentuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telahmenyampaikan Laporan Output dan Laporan Kinerja tepat waktu melalui Nota DinasKepala Perwakilan, sehingga realisasi capaian IK 3.2.5 Tahun 2019 adalah 100% denganskor 100, hal ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini samadengan capaian Tahun 2018.. Laporan Output disampaikan setiap tanggal 10 bulanberikutnya dan Laporan Kinerja disampaikan secara triwulanan yang ditujukan kepada

IK
Target Tahun Renstra Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019

3.2.4TingkatPenerapan Best-
Practice

0% 0% 100% 100% 0% N/A* N/A* 100% 100%
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Kepala Direktorat PSMK, sedangkan Laporan Kinerja Tahunan disampaikan kepadaTortama KN V satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.Sehingga Perkembangan capaian IK 3.2.5 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapatdilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.24 Perbandingan Capaian IK 3.2.5 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK Uraian Target IK Realisasi dan Skor Capaian IK2016 2017 2018 2018 2016 2017 2018 20193.2.5 KetepatanWaktuPenyampaianLaporanOutput
100% 100% 100% 100%

100%dan100
83,33%dan83,33 100%dan100 100%dan100KetepatanWaktuPenyampaianLaporanKinerja

100% 100% 100%dan100 100%dan100
Perbandingan realisasi IK 3.2.5 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.2.5, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat mengalokasikan anggaran sebesar Rp295.505.000,00 dengan realisasi sebesarRp294.006.970,00 atau 99,49%.
6. IK 3.2.6 – Tingkat Pemenuhan Sarana dan PrasaranaSarana dan prasarana kerja merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsungberfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan kerja pegawai dalam meningkatkankinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tersedianya fasilitas kerja sesuaidengan standar sarana dan prasarana kerja merupakan pendorong tercapainya standarkinerja yang diharapkan. IK ini bertujuan untuk menilai rata-rata persentase tingkat

IK
Target Tahun Renstra Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 20193.2.5KetepatanWaktuPenyampaianLaporanOutput danKinerja
100% 100% 100% 100% 100% output:100% output:83,33% 100% 100%kinerja:100% kinerja:100%
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pemenuhan sarana dan prasarana kerja dibandingkan dengan standar yang telahditetapkan.Salah satu upaya memenuhi sarana dan prasarana di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Baratadalah melakukan renovasi dan pemindahan Ruangan Pusat Informasi dan Komunikasi(PIK) yang sebelumnya berada di sisi samping Kantor menjadi di depan Kantor sebelah lobi,dengan penambahan beberapa sarana berupa PC, dispenser dan rak serta meja kursi untukmemudahkan dan membuat nyaman pemohon informasi atau masyarakat  yang berkunjungke PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Selain itu di lobi dalam dibuat Kafe Mandiriyang bertujuan sebagai kafe kejujuran, dalam rangka menumbuhkan nilai-nilai kejujurandan menuju zona integritas di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.Pada Tahun 2019, Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah mencapai pemenuhan standarsarana dan prasarana kerja sebesar 96,65% dengan skor 100,67 atau melebihi dari target96%. Dibandingkan capaian Tahun 2018 sama, namun dengan skor yang berbeda(penurunan skor), dikarenakan Tahun 2019 ada kenaikan untuk target yang sebelumnya95% menjadi 96%.Adapun perkembangan capaian IK 3.2.6 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapatdilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.26 Perbandingan Capaian IK 3.2.6 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK Uraian Target IK Realisasi dan Skor Capaian IK2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 20183.2.6 TingkatPemenuhanSarana danPrasarana 95% 95% 95% 96% 97,12%dan105
97,12%dan102,23

96,65%dan101,73 96,65%dan100,67
Perbandingan realisasi IK 3.2.6 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.2.6, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.029.641.000,00 dengan realisasi sebesarRp1.013.929.324,00 atau 98,47%.

IK
Target Tahun Renstra Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 20193.2.6TingkatPemenuhanSarana danPrasarana 95% 95% 95% 96% 96% 97,12% 97,12% 96,65% 96,65%
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7. IK 3.2.7 – Jumlah Media Relation yang DilaksanakanMedia relation dilakukan dengan tujuan untuk mengenalkan tugas, fungsi serta peran BPKkepada stakeholders BPK, antara lain para insan media. Media merupakan sarana yangpaling efektif untuk mengenalkan BPK kepada masyarakat.Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat selama tahun2019 adalah:a. Siaran Pers pada saat Penyerahan LHP sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:1) Penyerahan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2018 diKantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Barat (DPRD) tanggal 27 Mei 2019;2) Penyerahan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  se-JawaBarat TA 2018 (Tahap I) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tanggal27 Mei 2019;3) Penyerahan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  se-JawaBarat TA 2018 (Tahap II) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tanggal28 Mei 2019;b. Menyelenggarakan kegiatan Media Workshop "NgoPI Bareng BPK Jabar 2019" padatanggal 30 Agustus 2019;c. Radio Talk Show di Pro 1 dan Pro 2 LPP RRI Bandung pada tanggal 18 September 2019.Pencapaian IK ini dalam tahun 2019 adalah 3,90 dengan skor 105 atau melebihi target yangditetapkan sebanyak 3,00. Capaian ini sama dengan capaian Tahun 2018.Perkembangan capaian IK 3.2.7 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihatpada tabel berikut:
Tabel 3.25 Perbandingan Capaian IK 3.2.7 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK Uraian Target IK Realisasi dan Skor Capaian IK2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 20193.2.7 Jumlah Media
Relation yangDilaksanakan 2 2 3 3 3,4dan105 4,9dan105 3,9dan105 3,9dan105Perbandingan realisasi IK 3.2.7 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IK
Target Tahun Renstra Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 20193.2.7Jumlah Media
Relation yangDilaksanakan 2 2 3 3 2 3,4 4,9 3,9 3,9
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Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.2.7, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat mengalokasikan anggaran sebesar Rp317.663.000,00 dengan realisasi sebesarRp309.391.855,00 atau 97,40%.

Startegi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK PerwakilanSasaran Strategis ini diukur dengan dua IKU, yaitu IK 3.3.1 – Persentase Pemeriksa yangMemenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa, dan IK 3.3.2 - Persentase Pemeriksa yangMemenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa).
1. IK 3.3.1 – Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan PemeriksaSetiap pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut Standar PemeriksaanKeuangan Negara  (SPKN), standar jam pelatihan yang harus dipenuhi setiap pemeriksa pertahunnya adalah 40 jam. IKU ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kompetensimelalui pendidikan dan latihan bagi pegawai pemeriksa untuk memenuhi standarpendidikan berkelanjutan yang diatur dalam SPKN.Untuk tahun 2019, realisasi IK 3.3.1 adalah sebesar 92,80% dengan skor kinerja 92,80.Nilai IK ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%, walaupun sudah lebihbaik dari capaian tahun 2018 yang hanya sebesar 89,26%. Kondisi tersebut disebabkanketerbatasan jumlah pemeriksa di Perwakilan yang tidak sebanding dengan tingginyafrekuensi pemeriksaan. Hal tersebut menyebabkan jadwal diklat berbarengan dengan tugaspemeriksaan yang harus segera diselesaikan.Adapun upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi tidak tercapainya jam diklatpemeriksa dengan menyelenggarakan diklat teknis (diklat pemeriksaan) yang dilaksanakandi Kantor Perwakilan, yaitu: Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual yang dilaksanakanpada tanggal 22 s.d. 25 Januari 2019). Untuk tahun 2019, diklat teknis yang diselenggarakandi Kantor Perwakilan hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali, oleh karena keterbatasananggaran Badiklat.Namun demikian, sampai dengan akhir tahun 2019, target 100% pemeriksa memenuhi jamdiklat tidak tercapai, dari 125 orang pemeriksa, hanya 116 orang pemeriksa yangmemenuhi target 40 JP. Untuk itu, kedepannya akan dilakukan perencanaan yang lebih baikterkait dengan pelaksanaan diklat yang disesuaikan dengan waktu pemeriksaan.Perkembangan capaian IK 3.3.1 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihatpada tabel berikut:
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Tabel 3.27 Perbandingan Capaian IK 3.3.1 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK Uraian Target IK Realisasi dan Skor Capaian IK2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 20193.3.1 PersentasePemeriksa yangMemenuhiStandar JamPelatihanPemeriksa 100% 100% 100% 100% 85,45%dan85,45
88,52%dan88,52

89,26%dan89,26
92,80%dan92,80

Untuk tahun ke depan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat tetap berkomitmen danberupaya untuk meningkatkan pencapaiannya menjadi 100%. Upaya yang akan dilakukanadalah dengan cara memberikan kesempatan diklat kepada seluruh pemeriksa minimal 40jam dalam satu tahun. Salah satu upaya adalah melaksanakan diklat sebanyak 2 (dua) atau 3(tiga) diklat yang diselenggarakan di Perwakilan dengan persetujuan Badiklat.Perbandingan realisasi IK 3.3.1 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.3.1, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat mengalokasikan anggaran sebesar Rp76.442.000,00 dengan realisasi sebesarRp75.862.188,00 atau 99,24%.
2. IK 3.3.2 – Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non

Pemeriksa)Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di berbagai liniorganisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan yangrelevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yangbersangkutan. Sebagaimana PFP (pemeriksa), pegawai non pemeriksa baik staf maupunpejabat struktural dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang yangdiemban.

IK
Target Tahun Renstra Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 20193.3.1PersentasePemeriksayangMemenuhiStandar JamPelatihanPemeriksa
100% 100% 100% 100% 100% 85,45% 88,52% 89,26% 92,80%
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Untuk tahun 2019, capaian realisasi IK 3.3.2 adalah sebesar 95% dengan skor kinerja 95.Nilai IK ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Dibandingkan capaianTahun 2018, capaian Tahun 2019 mengalami penurunan 5%.Adapun upaya yang sudah dilakukan untuk tercapainya jam diklat bagi pegawai diSekretariat (Non Pemeriksa) dengan menyelenggarakan diklat teknis yang dilaksanakan diKantor Perwakilan, yaitu: Diklat Korespondensi, Tata Naskah Kedinasan dan AplikasiPerkantoran, yang dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 5 September 2019. Namun demikian,sampai dengan akhir tahun 2019, target 100% pegawai non pemeriksa memenuhi jamdiklat tidak tercapai, dari 60 orang pegawai, hanya 57 orang pegawai yang memenuhi target20 JP.Untuk tahun ke depan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat tetap berkomitmen danberupaya untuk meningkatkan pencapaiannya menjadi 100%. Upaya yang akan dilakukanadalah dengan cara memberikan kesempatan diklat kepada seluruh pegawai non pemeriksaminimal 20 jam dalam satu tahun. Salah satu upaya adalah melaksanakan diklat sebanyak 1(satu) kali diklat yang akan diselenggarakan di Perwakilan dengan persetujuan Badiklat.Perkembangan capaian IK 3.3.2 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihatpada tabel berikut:
Tabel 3.28 Perbandingan Capaian IK 3.3.2 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK Uraian Target IK Realisasi dan Skor Capaian IK2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 20193.3.2 PersentasePegawai yangMemenuhi JamPelatihanTeknis/Manajerial(Non Pemeriksa)
90% 90% 100% 100% 62,90%dan69,89

87,27%dan96,97
100%dan100 95%dan95

Perbandingan realisasi IKU 3.3.2 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja  lima tahunansebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.3.2, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat mengalokasikan anggaran sebesar Rp76.442.000,00 dengan realisasi sebesarRp75.862.188,00 atau 99,24%.

IK
Target Tahun Renstra Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 20193.3.2PersentasePegawai yangMemenuhi JamPelatihanTeknis/Manajerial(Non Pemeriksa)
90% 90% 100% 100% 93% 62,90% 87,27% 100% 95%
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Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK PerwakilanPelaksanaan seluruh tugas di BPK harus didukung oleh sumber daya keuangan negara. Olehkarena itu, anggaran pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetapmemperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mengoptimalkanpemanfaatan anggaran dilakukan dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerjasehingga memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepadaorganisasi. Melalui Strategi ini, BPK berupaya untuk meningkatkan pertanggungjawabananggaran dan juga pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerjaBPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.Strategi ini diukur dengan satu IKU, yaitu IK 3.4.1 – Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran diLingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
1. IK 3.4.1– Tingkat Kinerja Implementasi AnggaranTujuan IK 3.4.1 adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsippenganggaran berbasis kinerja. Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan PMK249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerjadan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Evaluasi atas kinerja anggaran dilakukanpada tiga aspek, yaitu (1) aspek implementasi, (2) aspek manfaat dan (3) aspek kontek. IK3.4.1 berfokus pada evaluasi atas aspek implementasi, yang dinilai dari empat indikator,yaitu: penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaiankeluaran, dan efisiensi.Pencapaian IK ini pada Tahun 2019 mencapai 88,65% dengan skor 105 atau melebihi daritarget yang ditetapkan sebesar 80%. Adapun capaian Tingkat Kinerja ImplementasiAnggaran tersebut berdasarkan Hasil Penilaian dari Biro Keuangan, sebagai berikut:

Penilaian Biro Keuangan atas IK 3.4.1 – Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Penyerapan
Anggaran

Pencapaian
Keluaran Konsistensi Efisiensi Nilai Aspek

Implementasi95,10% 100% 99,58% 62,24% 88,65%

Jika dibandingkan untuk capaian nilai Aspek Implementasi Anggaran selama kurun waktuempat tahun, sebagai berikut:
Perbandingan Nilai Aspek Implementasi Anggaran

Tahun Penyerapan
Anggaran

Pencapaian
Keluaran Konsistensi Efisiensi Nilai

Implementasi2019 95,10% 100% 99,58% 62,24% 88,65%2018 95,43% 99,49% 70,20% 61% 82,76%2017 91,31% 99,39% 86,68% 64,81% 86,40%2016 93,03% 100% 80,92% 67,73% 91,40%

BP
K 
Pe
rw
ak
il
an
 P
ro
vi
ns
i 
Ja
wa
 B
ar
at



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT 58

Perkembangan capaian IK 3.4.1 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihatpada tabel berikut:
Tabel 3.29 Perbandingan Capaian IK 3.4.1 – Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

IK Uraian Target IK Realisasi dan Skor Capaian IK2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 20193.4.1 Tingkat KinerjaImplementasiAnggaran 80% 82% 85% 80% 91,40%dan105 86,40%dan105 82,76%dan97,36 88,65%dan105
Berdasarkan Tabel 3.29 di atas, capaian IK 3.4.1 tahun 2019 mengalami peningkatan yangcukup signifikan dibandingkan tahun 2018 dan 2017. Peningkatan ini terjadi pada empatindikator, yaitu tingkat penyerapan anggaran yang mencapai 95,10% (sedikit menurundibandingkan tahun 2018, namun naik jika dibandingkan tahun 2017), tingkat konsistensiantara perencanaan dan implementasi yang mencapai 99,58%, tingkat pencapaiankeluaran yang mencapai 100%, dan tingkat efisiensi yang mencapai 62,24% (meningkatdibandingkat tahun 2018, namun menurun jika dibandingkan tahun 2017). Peningkatancapaian atas IK 3.4.1 dikarenakan penurunan target Tahun 2019 dengan target  80%,sedangkan target Tahun 2018 sebesar 85%.Adapun Tingkat Penyerapan Anggaran berdasarkan jenis layanan, sebagai berikut:

Tahun Layanan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

2019

Pemeriksaan Keuangan
Negara 23.096.265.000,00 21.784.102.778,00 94,32

Sekretariat Perwakilan 2.208.388.000,00 2.184.877.593,00 98,94

Internal (Overhead) 586.490.000,00 579.105.000,00 98,74

Perkantoran 17.067.554.000,00 16.996.123.197,00 99,58

Total DIPA 2019 42.958.697.000,00 41.544.199.568,00 96,71

Sedangkan perbandingan realisasi IK 3.4.1 pada tahun 2019 terhadap Target Kinerja  limatahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat2016-2020 adalah sebagai berikut:

Walaupun realisasi atas target IK 3.4.1 ini telah melebihi target yang ditetapkan, BPKPerwakilan Provinsi Jawa Barat tetap akan melakukan upaya yang lebih maksimal untukmencapai target tahun 2020 yang lebih baik, terutama mencapai tingkat penyerapan yangoptimal, menjaga tingkat konsistensi antara perencanaan dan implementasi anggaran, serta

IK
Target Tahun Renstra Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 20193.4.1Tingkat KinerjaImplementasiAnggaran 80% 82% 85% 85% 90% 91,40% 86,40% 82,76% 88,65%
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mengupayakan pencapaian keluaran yang lebih baik, dan berupaya untuk meningkatkanefisiensi anggaran yang lebih baik.Upaya perbaikan yang dilakukan pada tahun 2020, antara lain:b. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran antar unit kerja;c. Menyusun RPD secara lebih cermat dengan mempertimbangkan kepastian pelaksanaanrencana kegiatannya;d. Meminta unit kerja untuk membuat rencana kegiatan dan anggarannya, sehingga dapatdipantau dan dievaluasi jika ada yang belum terlaksana; dane. Melakukan revisi anggaran secara lebih cermat.Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.4.1, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat mengalokasikan anggaran sebesar Rp646.909.000,00 dengan realisasi sebesarRp645.090.110,00 atau 99,72%.
C. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran berdasarkan Laporan Realisasi DIPARealisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan dalam mencapai kinerjatahun 2019 pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Laporan RealisasiDIPA Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.30 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran

Target Realisasi Satuan Rencana Realisasi

1 LHP BPK Perwakilan Jawa Barat 72 72 LHP 18.369.532.000,00 17.561.150.362,00 95,60%a. LHP Keuangan 25 25 LHP 10.209.768.000,00 10.006.293.765,00 98,01%b. LHP Kinerja 12 12 LHP 4.439.045.000,00 4.081.896.549,00 91,95%c. LHP DTT (No Banpol) 7 7 LHP 3.144.190.000,00 2.994.166.000,00 95,23%d. LHP DTT Banpol 28 28 LHP 576.529.000,00 478.794.048,00 83,05%
2 LHP KAP untuk dan atas nama BPK 3 3 LHP 2.224.313.000,00 2.110.767.623,00 94,90%
3 Laporan Pemantauan BPK 112 112 LHP 1.170.866.000,00 916.314.816,00 78,26%a. Kerugian Daerah 56 56 LHP 860.194.000,00 684.966.921,00 79,63%b. TLRHP 56 56 LHP 310.672.000,00 231.347.895,00 74,47%
4 Rumusan Bahan Pendapat 1 1 Rumusan

Bahan
11.630.000,00 6.134.000,00 52,74%

5 Layanan Administrasi Pemeriksaan 12 12 Laporan 1.161.540.000,00 1.064.626.589,00 91,66%

6 Sumbangan IHPS 2 2 Sumbangan
IHPS

134.920.000,00 112.633.152,00 83,48%

7 Laporan Profil Entitas 2 2 Laporan 23.464.000,00 12.476.236,00 53,17%

8 Layanan Sekretariat Perwakilan 20 20 Laporan 2.208.388.000,00 2.184.868.593,00 98,93%a. Layanan Hukum Perwakilan 4 4 Laporan 297.413.000,00 296.621.511,00 99,73%b. Layanan Kehumasan dan TU Perwakilan 4 4 Laporan 699.395.000,00 688.269.015,00 98,41%c. Layanan SDM Perwakilan 4 4 Laporan 404.960.000,00 403.503.633,00 99,64%d. Layanan Keuangan Perwakilan 4 4 Laporan 363.469.000,00 361.650.110,00 99,50%e. Layanan Umum Perwakilan 4 4 Laporan 443.151.000,00 434.824.324,00 98,12%
9 Layanan Internal Overhead 1 1 Laporan 586.490.000,00 579.105.000,00 98,74%

10 Layanan Perkantoran 12 12 Layanan 17.067.554.000,00 16.996.123.197,00 99,58%

237 237 42.958.697.000,00 41.544.199.568,00 96,71%

%
Anggaran (Rp)

Program/Kegiatan/Keluaran/SubKeluaran

Total

Output Keluaran (volume)
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Selama tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah melakukan dua kali revisi,yaitu:a. Revisi penambahan jumlah Keluaran LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dari 73LHP menjadi 75 LHP. Permohonan revisi tersebut diajukan kepada Sekjen BPK melaluiNota Dinas Kepala Perwakilan No. 215/ND/XVIII.BDG/08/2019 tanggal 23 Agustus2019 dan telah mendapat persetujuan Sekjen BPK melalui Surat Sekjen BPK RI No.516/S/X/09/2019 tanggal 13 September 2019. Revisi ini tidak merubah alokasi paguDIPA Tahun 2019.b. Revisi karena pagu minus Belanja Pegawai sebesar Rp207.315.00,00. Permohonan revisitersebut diajukan kepada Biro Keuangan BPK RI melalui Nota Dinas Kepala PerwakilanNo. 255/ND/XVIII.BDG/09/2019 tanggal 27 September 2019. Revisi ini menambahalokasi pagu DIPA Tahun 2019, dari semula sebesar Rp42.751.382.000,00 menjadisebesar Rp42.958.697.000,00.Dari alokasi anggaran tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat hanya mampumerealisasikannya sebesar Rp41.544.208.568,00 atau 96,71% dari anggaran. Persentasepenyerapan anggaran ini lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan persentase penyerapantahun 2018, yaitu sebesar 96,48%.
2. Realisasi Anggaran berdasarkan Realisasi KinerjaRealisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan dalam mencapai kinerjatahun 2019 pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Laporan KinerjaTahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja Target
Kinerja

Realisasi
Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp) Keterangan

IKU
1.1

Persentase
Penyelesaian Tindak
Lanjut atas
Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan

75% 77,42% 310.672.000,00 231.347.895,00

IKU
1.2

Persentase
Penyampaian LHP yang
Mengandung Unsur
Tindak Pidana ke IPH

100% 100% 297.413.000,00 296.621.511,00 Layanan Bidang
Hukum

IKU
1.3

Tingkat Pemenuhan
Permintaan
Perhitungan Kerugian
Negara dan Pemberian
Keterangan Ahli

100% 100% 297.413.000,00 296.621.511,00 Layanan Bidang
Hukum
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Indikator Kinerja Target
Kinerja

Realisasi
Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp) Keterangan

IKU
1.4

Jumlah Bahan
Pendapat dan
Pertimbangan yang
Dimanfaatkan Ditama
Revbang

1 1 11.630.000,00 6.134.000,00

IK
1.1.1

Tingkat Implementasi
Strategi Pemeriksaan 95% 100% 7.583.235.000,00 7.076.062.549,00

Pemeriksaan
Kinerja: 12
entitas;

Pemeriksaan
DTT Non
Banparpol: 7
entitas.

IK
1.1.2

Rasio Jumlah LHP
Kinerja terhadap
seluruh LHP

25% 25,53% 4.439.045.000,00 4.081.896.549,00 12 LHP Kinerja

IK
1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP 100% 100% 20.593.845.000,00 19.671.917.985,00

Pemeriksaan
Keuangan: 28
LHP;

Pemeriksaan
Kinerja: 12 LHP;

Pemeriksaan
DTT Non
Banparpol: 7
LHP.

PDTT
Banparpol: 28
LHP

IK
1.2.1

Tingkat Kemutakhiran
Data Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan

100% 100% 445.592.000,00 343.981.047,00

IK
1.2.2

Jumlah Laporan
Pemantauan
Penyelesaian Kerugian
Negara

56 56

860.194.000,00 684.966.921,00

IK
1.2.3

Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan
Pemantauan
Penyelesaian Kerugian
Negara ke Ditama
Revbang

100% 100%

IK
2.1.1

Pemenuhan Quality
Control dan Quality
Assurance Pemeriksaan

100% 100% 20.593.845.000,00 19.671.917.985,00 75 LHP

IK
2.1.2

Indeks Kepuasan
Auditee atas Kinerja
Pemeriksa BPK

3,90 4,24 20.593.845.000,00 19.671.917.985,00 75 LHP (75
entitas/auditee)

IK
2.1.3

Ketepatan Waktu
Penyampaian LHP 100% 100% 20.593.845.000,00 19.671.917.985,00 75 LHP
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Indikator Kinerja Target
Kinerja

Realisasi
Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp) Keterangan

IK
2.1.4

Persentase Gugatan
atas LHP yang
Dimenangkan BPK

100% 100% 297.413.000,00 296.621.511,00 Layanan Bidang
Hukum

IK
3.1.1

Indeks Pemahaman
Pegawai Terhadap Visi
Misi Dan Nilai Dasar
BPK

5,00 4,56

381.732.000 378.877.160

Pembinaan
yang

dilaksanakan
oleh PimpinanIK

3.1.2
Indeks Implementasi
Nilai Dasar BPK 5,00 4,78

IK
3.1.3

Tingkat Kepatuhan
Pegawai terhadap Kode
Etik dan Peraturan
Disiplin

100% 99,47% 76.442.000,00 75.862.188,00

Anggaran
Layanan SDM,

antara lain:
Pengembangan
Kompetensi dan

penilaian
Kinerja Pegawai

IK
3.2.1

Hasil Evaluasi Itama
atas Akuntabilitas
Kinerja

AA AA 363.469.000,00 361.650.110,00 Layanan Bidang
Keuangan

IK
3.2.2

Tingkat Pemanfaatan
Teknologi dan
Informasi

95% 98,92% 45.300.000,00 45.015.531,00

IK
3.2.3

Jumlah Best Practice
yang Disusun 1 0 N/A N/A

)

IK
3.2.4

Tingkat Penerapan Best
Practice 100% 100% 363.469.000,00 361.650.110,00

Layanan Bidang
Keuangan

(implementasi
best practice di

Subbag
Keuangan

IK
3.2.5

Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan
Output dan Kinerja

100% 100% 295.505.000,00 294.006.970,00

IK
3.2.6

Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana 96% 96,65 1.029.641.000,00 1.013.929.324,00

IK
3.2.7

Jumlah Media Relation
yang Dilaksanakan 3 3,90 317.663.000,00 309.391.855,00

Anggaran
Layanan

Kehumasan,
diantaranya PIK,
Media Relation

IK
3.3.1

Persentase Pemeriksa
yang Memenuhi
Standar Jam Pelatihan
Pemeriksa

100% 92,80% 76.442.000,00 75.862.188,00

Anggaran
Layanan SDM,

yaitu
Pengembangan
Kompetensi dan

penilaian
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Indikator Kinerja Target
Kinerja

Realisasi
Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp) Keterangan

IK
3.3.2

Persentase Pegawai
yang Memenuhi Jam
Pelatihan
Teknis/Manajerial (Non
Pemeriksa)

100% 95%

Kinerja
Pegawai,

sedangkan
anggaran

pelaksanaan
diklat berasal

dari Badan
Diklat

IK
3.4.1

Tingkat Kinerja
Implementasi
Anggaran

80% 88,65% 646.909.000,00 645.090.110,00

Layanan Bidang
Keuangan dan

Layanan
PerkantoranN/A : Indikator Kinerja tidak dapat dipetakan/identifikasi ke dalam anggaran dan realisasinya.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat ini merupakan perwujudan akuntabilitaspencapaian kinerja yang dicapai oleh Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang memuat baikkeberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan maupun belum tercapainya beberapatarget kinerja yang telah ditetapkan dalam upaya mencapai visi BPK, yaitu menjadi lembagapemeriksa keuangan Negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untukberperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan Negara yang akuntabel dantransparan.Pencapaian skor kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk Tahun 2019 adalah 99,27,dengan pencapaian sesuai target atau melebihi target untuk 21 (dua puluh satu) Indikator KinerjaUtama/Indikator Kinerja (IKU/IK) yaitu: Persentase  Penyelesaian Tindak Lanjut atas RekomendasiHasil Pemeriksaan; Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH;Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli;Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang; TingkatImplementasi Strategi Pemeriksaan; Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP; TingkatEvaluasi LHP; Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; Jumlah LaporanPemantauan Penyelesaian Kerugian Negara; Ketepatan Waktu Penyampaian LaporanPemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang; Pemenuhan Quality Controldan Quality Assurance Pemeriksaan; Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK;Ketepatan Waktu Penyampaian LHP; Persentase Gugatan atas LHP yang DimenangkanBPK; Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja;Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi; Tingkat Penerapan Best Practice; KetepatanWaktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja; Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana;Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan; dan Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran.Selain IKU yang pencapaian sesuai target atau melebihi target, terdapat 6 (enam) IK yang tidakmencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:1. IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK;2. IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;3. IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin4. IK 3.2.3 Jumlah Best Practice yang Disusun;5. IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa; dan6. IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa).Hal tersebut mempengaruhi capaian target kinerja secara keseluruhan pada Tahun 2019 yangmenunjukkan kecenderungan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
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Permasalahan dan kendala utama yang menjadi penyebab tidak tercapainya beberapa target IKBPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yaitu :1. Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK dan Indeks ImplementasiNilai Dasar BPK, menurut hasil survei yang dilakukan oleh Dit. PSMK melalui surveyor (pihakketiga), masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan masihkurangnya pemahaman dan pengetahuan pegawai di BPK Perwakilan mengenai Visi, Misi danNilai Dasar BPK. Selain itu dalam implementasinya dilapangan, masih belum dapatdiimplementasikan sepenuhnya oleh pegawai, karena penilaian tersebut adalah berdasarkanhasil survei kepada pihak eksternal. Ke depannya akan lebih banyak disampaikan pada saatpengarahan Pimpinan dan atau Kepala Perwakilan kepada pegawai khususnya pada saatpersiapan pelaksanaan pemeriksaan dan dalam rapat-rapat internal.2. Jumlah best practice yang disusun, belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tahun2019, BPK perwakilan belum dapat menyampaikan kepada Dit. PSMK mengenai Best Practiceyang ada dan disusun di Perwakilan, hal ini karena best practice yang mungkin ada belumterdokumentasikan dengan baik dan belum dibuat pedoman atau SOP dalam pelaksanaannya,sehingga belum layak untuk diusulkan sebagai best practice.3. Jadwal diklat sering bersamaan waktunya dengan tugas pemeriksaan ataupun tugaskesekretariatan yang harus segera diselesaikan, serta penawaran jadwal diklat kesekretariatanyang tidak tepat dengan agenda kegiatan di perwakilan, selain itu sering kali jadwal diklatuntuk pemeriksa yang ditawarkan pada semester I maupun pada semester II juga bersamaandengan jadwal pemeriksaan di lapangan. Namun demikian, BPK Perwakilan Provinsi JawaBarat telah berupaya agar semua pemeriksa dapat memenuhi jam diklat denganmenyelenggarakan 1 (satu) diklat teknis pemeriksaan di Perwakilan, yaitu 1 (satu) diklat padasemester I, namun hal tersebut ternyata belum dapat memenuhi target untuk seluruhpemeriksa 40 JP. Demikian pula untuk diklat bagi pegawai non pemeriksa, BPK PerwakilanProvinsi Jawa Barat telah berupaya dengan menyelenggarakan 1 (satu) diklat teknis bagipegawai non pemeriksa yang dilaksanakan pada semester II di Perwakilan.Pemeriksa maupun pegawai non pemeriksa yang belum mencukupi jam diklatnya pada saatpelaksanaan diklat di perwakilan, yang bersangkutan disaat yang bersamaan sedangmelaksanakan tugas pemeriksaan ataupun tugas lainnya.BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang akan melakukan beberapa upayauntuk lebih meningkatkan capaian target yang telah ditetapkan adalah dengan memanfaatkan hasilevaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dalam rangka perbaikan pengelolaan kinerja,meningkatkan SDM pengelola kinerja, dan perbaikan dalam perencanaan.
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PENGUKURAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran : 2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Skor

(1) (2) (3) (4) (5)

SS 1. Meningkatnya
Pemanfaatan Hasil

Pemeriksaan

IKU 1.1 Persentase  Penyelesaian Tindak Lanjut atas
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 75% 77,42% 103

IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang
Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH 100% 100% 100

IKU 1.3
Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan
Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan
Ahli

100% 100% 100

IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan
yang Dimanfaatkan Ditama Revbang 1 1 100

Strategi 1.1.
Meningkatkan

Kualitas Perencanaan
Pemeriksaan

IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan 95% 95% 105

IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh
LHP 24% 25% 102

IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP 80% 100% 100

Strategi 1.2.
Meningkatkan

Kualitas Pemantauan
TLRHP dan Kerugian

Negara

IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan 100% 100% 100

IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian
Kerugian Negara 56 56 100

IK 1.2.3
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
ke Ditama Revbang

100% 100% 100

Strategi 2.1
Meningkatkan
Kualitas Hasil
Pemeriksaan

IK 2.1.1 Pemenuhan Quality Control dan Quality
Assurance Pemeriksaan 100% 100% 100

IK 2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja
Pemeriksa BPK 3,90 4,24 105

IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP 100% 100% 100

IK 2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP yang
Dimenangkan BPK 100% 100% 100

Strategi 3.1
Menciptakan Budaya

Berintegritas,
Independen dan

Profesional di
Lingkungan BPK

Perwakilan

IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi
Misi Dan Nilai Dasar BPK 5,00 4,56 91,2

IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK 5,00 4,78 95,6

IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode
Etik dan Peraturan Disiplin 100% 99,47% 99,47
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Skor

(1) (2) (3) (4) (5)

Strategi 3.2
Meningkatkan

Kualitas Organisasi di
Lingkungan BPK

Perwakilan

IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas
Kinerja AA AA 100

IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan
Informasi 95% 98,92% 104,13

IK 3.2.3 Jumlah Best Practice yang Disusun 1 0 0

IK 3.2.4 Tingkat Penerapan Best Practice 100% 100% 100

IK 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
Output dan Kinerja 100% 100% 100

IK 3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana 96% 96,65 100

IK 3.2.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan 3 3,90 105

Strategi 3.3
Meningkatkan

Kompetensi Pegawai
di Lingkungan BPK

Perwakilan

IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi
Standar Jam Pelatihan Pemeriksa 100% 92,8 92,8

IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam
Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) 100% 95% 95

Strategi 3.4
Meningkatkan Kinerja

Anggaran di
Lingkungan BPK

Perwakilan

IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran 80% 88,65 105

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 : Rp42.751.382.000,00

Revisi Anggaran (Revisi IV) BPK RI TA 2019 : Rp42.958.697.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : Rp41.544.208.568,00
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